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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya kami dapat menyelesaikan
penyusunan “Standar Operasional Prosesdur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP)” Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Provinsi
Kalimantan Tengah. Bahwa SOP-AP ini merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya, selain itu
SOP-AP ini juga merupakan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural serta sistem kerja,
sehingga seluruh sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah dapat
melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang telah distandarkan agar lebih terarah dan terukur sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur
khususnya Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian penyusunan SOP-AP ini kami lakukan dan diharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan
penyusunan SOP-AP dikemudian hari.

RDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
AANTAN TENGAH,




Nomor SOP SOP/UMUM/01/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disahicarv it Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP PENGAJUAN USULAN KENAIKAN PANGKAT
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui dan memahami peraturan kepegawaian tentang kenaikan pangkat

2. PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi
Kenaikan Pangkat PNS

4, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat

Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Surat Keluar - Naskah Dinas 1. Dokumen Peraturan Kepegawaian
2. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila proses Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat tidak dilaksanakan sesuai SOP,|DUK, Kartu Kendali Kenaikan Pangkat
maka Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai akan tertunda




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiata Keterangan
e Pengolah Data | Kasubbag Umum Sekretaris Kepala Dinas Pendokumentasi Kelengkapan Waktu Output - =
Kepegawaian & Kepegawaian P Surat p P
Membuat daftar pegawai yang akan
naik papgkat Pada pe'node bulan G Kartu. Kendali | paftar kenaikan Terkait SOP
1 |Februari, April, Juni, Agustus, Kenaikan Pangkat, | 5 menit angkat pegawal Pembuatan DUK
Oktober, atau Desember tahun Data DUK pangkat peg
berjalan
Membuat surat pemberitahuan L Draft surat
kepada PNS yang akan naik Daftar kenaikan . .
2 . \ 10 menit {pemberitahuan -
pangkat  terkait persyaratan y pangkat pegawai kenaikan panskat
kelengkapan dokumen & a pang
Memeriksa surat pemberitahuan. . Draft surat
Jika surat sudah benar maka pemberitahuan
. - . Draft surat X
diparaf, jika masih ada kesalahan . ., |kenaikan pangkat
3 . . pemberitahuan 10 menit :
pada surat, dikembalikan kepada Tidak , yang sudah diparaf
. ida kenaikan pangkat
Pengolah Data Kepegawaian untuk Kasubbag Umum &
diperbaiki Kepegawaian
Draft surat
w j
Menandatangani surat izrr:\?li;]:a};iaiat Surat
4 [pemberitahuan kenaikan pangkat p g S menit |pemberitahuan -
(a.n Kepala Dinas) yang sudah diparaf kenaikan pangkat
Kasubbag Umum &
Kepegawaian
Menyampaikan surat . 4 Surat Surat
5 |pemberitahuan ke masing-masing } pemberitahuan 5 menit |pemberitahuan -
Bidang dan Sekretariat kenaikan pangkat kenaikan pangkat
¥
Menyampaikan berkas kepada Surat Berkas kenaikan
6 Pengolah Data Kepegawaian pemberitahuan 60 menit angkat
& peg kenaikan pangkat pang




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
- Pengolah Data | Kasubbag Umum Sekretaris | Kepala Dinas Pendokumentasj Kelengkapan Waktu Output e
Kepegawaian | & Kepegawaian P Surat P tp
Melakukan verifikasi kelengkapan Tidak
berkas kenaikan papgkat .llka . Berkas kenaikan
belum  lengkap  dikembalikan i Berkas kenaikan .
7 . - . 15 menit |pangkat yang sudah -
kepada Pegawai untuk dilengkapi, pangkat diverifikasi
jika sudah lengkap dilanjutkan Ya
pada proses selanjutnya
v
Membubuhkan cap legalisir berkas Berkas kenaikan . Berkas kenaikan
8 kenaikan panzkat pangkat yang 10 menit |pangkat yang sudah -
pang il sudah diverifikasi dilegalisir
v
Memparaf legalisir berkas kenaikan Berkas kenaikan . |Legalisir berkas
g9 5 menit . -
pangkat l pangkat kenaikan pangkat
Menandatangani legalisir berkas L. Berkas kenaikan
. Legalisir berkas .
10 |kenaikan pangkat (an Kepala . 5 menit |pangkat yang sudah -
: kenaikan pangkat : I
Dinas) ‘T dilegalisir
. l Berkas kenaikan
1 Membuat surat pengantar kenaikan pangkat yang 10 menit Surat pengantar }

pangkat

sudah dilegalisir

kenaikan pangkat




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pengolah Data | Kasubbag Umum . . Pendokumentasi
Kepegawalan & Kepegawaian Sekretaris | Kepala Dinas Surat Kelengkapan Waktu Qutput
.
Memeriksa surat pengantar Surat pengantar
kenaikan pangkat, jika masih ada - peng
A . kenaikan pangkat
kesalahan dikembalikan kepada Surat pengantar . ;
12 \ . 5 menit |yang sudah diparaf -
Pengolah Data Kepegawaian untuk kenaikan pangkat
- L s Kasubbag Umum &
diperbaiki, jika sudah benar maka Y Ya Kepegawaian
dibubuhkan paraf pegawal
Memeriksa surat pengantar 4 Surat pensantar
kenaikan pangkat, jika masih ada kenai]?angan Kat Surat pengantar
kesalahan dikembalikan kepada Tidak pang . |kenaikan pangkat
13 . yang sudah diparaf | 5 menit ,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kasubbag Umum & yang sudah diparaf
untuk diperbaiki, jika sudah benar Ya Keoe awgaian Sekretaris
maka dibubuhkan paraf peg
L 4 Surat pengantar i:::i lf::gzzm}:at
Menandatangani surat pengantar kenaikan pangkat . pang
14 . ) 5 menit {yang sudah -
kenaikan pangkat yang sudah diparaf ‘ .
. ditandatangani
Sekretaris .
r Kepala Dinas
Memberikan nomor dan stempel Surat. pengantar Surat pengantar
! ¥ kenaikan pangkat .
surat pengantar kenalkan pangkat .. |kenaikan pangkat &
15 yang sudah 5 menit -
dan mencatatnya dalam kartu ditandatangani saftcopy
kendali & kelengkapan berkas

Kepala Dinas




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pengolah Data | Kasubbag Umum i y Pendokumentasi
Kepegawaian & Kepegawatan Sekretaris Kepala Dinas Surat Kelengkapan Waktu OQutput
Menyerahkan surat pengantar
i P
kenaikan pangkat beserta softcopy 4 Suratl PEREankar Surat pengantar [ttt
5 ; kenaikan pangkat & ; Pengelolaan
file berkas kenaikan pangkat kenaikan pangkat &
16 softcopy 30 menit Surat
kepada pengantar surat untuk softcopy
S . kelengkapan Keluar/Naskah
dikirim ke Badan Kepegawaian kelengkapan berkas | _.
s berkas Dinas

inas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tﬁn@ntan Tengah,
£\

A
!
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Nomor SOP SOP/UMUM/02/DPMDes/2025

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disshian Ofh Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP PEMBUATAN SURAT TUGAS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2023 Tentang| 1. Mengetahui dan memahami tata naskah dinas
Pedoman Tata Naskah Dinas 2. Mengetahui dasar penugasan pegawal

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas

2. Surat Undangan/Permintaan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila proses pembuatan surat tugas tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses|Arsip surat tugas
pembuatan surat tugas akan terhambat




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Kasubbag dan | Pengadministrasi | Kasubbag Umum | Sekretaris / Kepala Dinas Pendokumentasi Kelsngkapan Waktu Output
Ketua Tim Umum & Kepegawaian Kabid P Surat P P
1 Mengajukan permohonan Disposisi Kepala . Permohonan
pembuatan Surat tugas Dinas, Undangan Surat tugas
Membuat konsep Surat Tugas
2 |berdasarkan pengajuan dari Bidang / Perenkonan Surat 5 menit ansepiGurdt
i Ya tugas Tugas
Selretariat T
Memeriksa draft Surat Tugas. Jika Draft Surat tugas
masih ada yang salah dikembalikan Konsen Surat yang sudah
3 |kepada Pengolah Data Kepegawaian Ya Tu asp 5 menit |diparaf Kasubbag
untuk diperbaiki, jika sudah benar Tidak & Umum &
diparaf 1 Kepegawaian
Memeriksa draft Surat Tugas. Jika b 4 Draft Surat tugas
D tt
4 masih ada yang salah dikembalikan Tidak yang sudah diparaf 5 menit y;‘:&sst:gaah ugas
kepada Kasubbag Umum untuk Kasubbag Umum & dipagraf Sakeataits
diperbaiki, jika sudah benar diparaf Kepegawaian
t
Menandatangani surat tugasyang * Draft Surat tugas g:;z; ugasyang
5 |sudah di paraf Kasubbag Umum dan yang sudah diparaf| 10 menit ditandatangani
Sekretaris R sekeaburis Kepala Dinas
v Surat tugas yang
Memberikan nomor dan stempel sudah
‘ Surat tugas ditandatangani Damenit: ISt Toges
1 Kepala Dinas
7 |Mengarsipkan dokumen surat tugas @ Surat Tugas 5 menit |Arsip surat tugas




Nomor SOP

SOP/UMUM/03/DPMDes/2025

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tanggal Pembuatan

12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

12 Februari 2025

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur
Sipil Negara
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan
1. SOP Pembuatan DUK

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar - Naskah Dinas

Peringatan
Apabila proses pengajuan usul pensiun pegawai tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka
surat usul pensiun untuk pegawai yang bersangkutan tidak dapat dibuat/diproses

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana

PENGAJUAN USULAN PENSIUN

1. Mengetahui dan memahami persyaratan pensiun
2. Mengetahui dan memahami aturan kepegawaian tentang pensiun

Peralatan/Perlengkapan

1. Kartu Kendali Penjagaan Pensiun
2. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai

Pencatatan dan Pendataan
Arsip surat dan berkas pensiun pegawai




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pengolah D.ata Kasubbag Umum Sekretaris Kepala Dinas Pegawal Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian & Kepegawaian
Memeriksa kartu kendali penjagaan
1 |pensiun dan membuat  surat (——\ DUK, Kartu Kendali 5 menit|SUTat pemberitahuan i
pemberitahuan kepada PNS yang akan J Ya Penjagaan Pensiun pensiun
memasuki masa pensiun 1
- - - 1
Memeriksa surat pembentghuan. Ill.ka Surat pemberitahuan
surat sudah benar maka diparaf, jika X )
. Surat pemberitahuan .. |pensiun yang sudah
2 |masih ada kesalahan pada surat, ensiun 15 menit dinaraf Kasubba -
dikembalikan kepada Pengolah Data Tidak P P B
, X 1 Umum & Kepegawaian
Kepegawaian untuk diperbaiki
¥ Surat pemberitahuan
Menandatangani surat pemberitahuan pensiun yang sudah .. |Surat pemberitahuan
3 . . . 5 menit . -
pensiun (a.n Kepala Dinas) diparaf Kasubbag pensiun
Umum & Kepegawaian
Menyampaikan surat pemberitahuan ke Surat pemberitahuan Surat pemberitzhuan
4 ; . . . . 5 menit : -
masing-masing Bidang dan Sekretariat pensiun pensiun
Mengisi formulir pensiun dan h 4 Formulir Pensiun
menyampaikan berkas persyaratan Ya Surat pemberitahuan . !
5 f . 2hari |Berkas persyaratan -
pensiun  kepada  Pengolah  Data pensiun .
. pensiun
Kepegawaian [ 3
Melakukan  verifikasi  kelengkapan ;
berkas persyaratan pensiun, Jika belum Tidak Formulir Pensiun, Berkas persyaratan
6 |lengkap dikembalikan kepada Pegawai Berkas persyaratan 15 menit |pensiun yang sudah -
untuk dilengkapi, jika sudah lengkap pensiun diverifikasi
dilanjutkan pada proses selanjutnya
1
Berkas persyaratan Berkas persyaratan
7 |Melegalisir berkas persyaratan pensiun pensiun yang sudah 10 menit |pensiun yang sudah -
diverifikasi dilegalisir
L 4
- Berkas persyaratan Berkas pesyaratan
; t
8 Memparaf legalisir berkas persyaratan pensiun yang sudah 5 menit |pensiun yang sudah -

pensiun

dilegalisir

dilegalisir dan diparaf




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pengolah Data | Kasubbag Umum
i ri Di i 1 Wak Output
Kepegawalan & Kepegawaian Sekretaris Kepala Dinas Pegawa Kelengkapan aktu utpu
¥
9 Menandatangani legalisir berkas BZ;t?lfnpeasynar:t:ZZh pp— Legalisir berkas i
persyaratan pensiun (a.n Kepala Dinas) > gilegalisi}; dagn diparaf persyaratan pensiun
\ 4
10 Membuat surat pengantar usulan Ya Legalisir berkas 5 menit Draft Surat pengantar )
pensiun persyaratan pensiun usulan pensiun
4
Memeriksa surat pengantar usulan Draft Surat pengantar
pensiun, jika masih ada kesalahan Tidak D aly St DaGanEEE usulan pensiun yang
11 |dikembalikan kepada Pengolah Data Ya iy ens‘i’ung 5menit |sudah diparaf 2
Kepegawaian untuk diperbaiki, jika X P Kasubbag Umum &
sudah benar diparaf Kepegawalan
Memeriksa surat pengantar usulan Draft Surat pengantar
pensiun, jika masih ada kesalahan usulan pensiun yang Surat pengantar usulan
12 |dikembalikan kepada Kasubbag Umum Tidgk Ya sudah diparaf 5 menit |pensiun yang sudah -
untuk diperbaiki, jika sudah benar maka Kasubbag Umum & diparaf Sekretaris
dibubuhkan paraf Kepegawaian
Surat pengantar usulan
. Surat pengantar usulan X
13 Menandatangani surat pengantar usulan siktian Fasitwadih S menit |PEMSiUn yang sudah )
pensiun pe yang sud ditandatangani Kepala
T diparaf Sekretaris -
Dinas
3 Terkait SOP
- Surat pengantar usulan Terunggahnya
Mengunggah dokumen usulan pensiun di : . Pengelolaan
14 i A dan softcopy dokumen | 5menit |dokumen usul pensiun
Aplikasi Sitaguh BKD S di Sitaguh BKD Surat Keluar/
\ P 8u Naskah Dinas




Nomor SOP SOP/UMUM/04/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

piaioe Dk Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP PENGAJUAN USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang| 1. Mengetahui dan memahamai peraturan tentang kenaikan gaji berkala
Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977| 2. Memiliki keahlian pengelolaan gaji berkala
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

2. P'Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar - Naskah Dinas 1. Peraturan tentang kenaikan gaji PNS terakhir

2. SK Kenaikan gaji berkala terakhir

3. Kartu Kendali Kenaikan Gaji Berkala

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila proses pengajuan pembuatan gaji berkala tidak dilaksanakan sesuai SOP,|Kartu kenaikan gaji berkala
maka proses kenaikan gaji berkala akan tertunda




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
RengnlahData Kasubbag Umeom & Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian Kepegawaian
Mencermati buku  penjagaan  terkait pata PeEsne. et 2 ., |Rekap data kenaikan
1 ; . ; Kendali Kenaikan Gaji | 30 menit i . -
kenaikan gaji berkala bagi PNS yang berhak Berkala gaji berkala pegawai
2 Membuat SK usulan kenaikan gaji berkala Rekap data kenaikan e Draft SK kenaikan gaji i
berdasarkan peraturan terkait kenaikan gaji. v gaji berkala pegawai berkala
a
Memeriksa SK usulan kenaikan gaji berkala. E::IZ!S: !;ina;l:z;ghgap
Jika masih ada yang salah dikembalikan ke Draft surat kenaikan . . FaHg
3 ) Tidak . 5 menit |diparaf Kasubbag -
Pengolah  Data  Kepegawaian  untuk a Ya gaji berkala
: R ; Umum &
diperbaiki, jika sudah benar diparaf ) § )
Kepegawaian
Memeriksa SK usulan kenaikan gaji berkala. X Draft SK kenaikan gai : =
> . : 2 berkala yang sudah Draft SK kenaikan gaji
Jika masih ada yang salah dikembalikan ke : ;
4 . S diparaf Kasubbag 5Smenit |berkala yang sudah -
Kasubbag Umum untuk diperbaiki, jika - p—— diarf Sekretarls
sudah benar diparaf Tidak ; P
Kepegawaian
4 . n SK kenaikan gaji
Menandatangani SK usulan kenaikan gaji Bzalt SK kenalian gxji .. |berkala yang sudah
5 berkala yang sudah 10 menit | .. . =
berkala : : ditandatangani
diparaf Sekretaris .
Kepala Dinas
L 2 . 7
Menyerahkan SK wusulan kenaikan gaji 3K Vemallom:gli : i
berkala yang sudah .. |SK kenaikan gaji
6 |berkala kepada PNS yang bersangkutan dan . . 10 menit -
. ditandatangani Kepala berkala
pembuat daftar gaji . 4 .
Dinas
y Terkait SOP
7 Menginput data usulan kenaikan gaji berkala SK kenaikan gaji 5 menit SK kenaikan gaji Pengelolaan Surat
berkala L berkala Keluar/ Naskah

di Aplikasi SIMPEGNAS BKN

Dinas




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan

SOP/UMUM/05/DPMDes/2025
12 Februari 2025

12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

Disahkan Oleh

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2023 Tentang

gdoma
Keterkaitan
SOP Pengelolaan Surat Masuk

askan b

Peringatan

Apabila proses pengelolaan surat keluar tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses
pengelolaan surat keluar akan terhambat

Nama SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR/NASKAH DINAS

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan, kode nomor surat
2. Memahami aturan terkait administrasi umum

Peralatan/Perlengkapan

1. Buku agenda surat keluar
2. Buku ekspedisi surat keluar

Pencatatan dan Pendataan
Buku agenda surat keluar, Buku ekspedisi surat keluar




Pelaksana Mutu Baku
K n Keterangan
No egiata Kasubbag / Ketua | Pengadministrasi Sekretaris / Kepala Dinas Pengadministrasi Kelengkapan Waktu Output &
Tim Umum Kepala Bidang P Persuratan gaap P
Memerintahkan membuat  draft Konsep surat . Konsep surat Terkait S0P
1 : keluar/naskah 10 menit |keluar/ naskah Pengelotaan Surat
surat keluar/ naskah dinas . .
dinas dinas Masuk
Mengetik draf surat keluar/naskah Tidak . Konsep surat Tik net surat
2 |dinas berdasarkan araha " keluar/ naskah 10 menit |keluar/ naskah -
Kasubbag/Ketua Tim T dinas dinas
Memeriksa surat keluar/naskahl Ya Draft surat
dinas. Jika sudah benar aka . keluar/naskah
; o Tik net surat .
membubuhi paraf koordinasi. Ji . |dinas yang sudah
3 . . keluar/ naskah Smenit |, -
belum akan dikembalikan untuk Ya dinas diparaf
diperbaiki ke Pengadministraian Y Kasubbag/Ketua
Umum Tim
Memeriksa surat keluar/naskah 1 Draft surat Draft surat
dinas. Jika sudah benar akan keluar/naskah keluar/naskah
4 membubuhi paraf koordinasi. jika Tidak dinas yang sudah S menit dinas yang sudah i
belum akan dikembalikan untuk diparaf ’ diparaf
diperbaiki ke Kasubbag/ Ketua Kasubbag/Ketua Sekretaris/Kepala
Tim Tim Bidang
Draft surat Surat
A 4 keluar/naskah keluar/naskah
5 Menandatangani surat dinas yang sudah 5 menit dinas sudah yang .
keluar/naskah dinas diparaf sudah ditanda
Sekretaris/Kepala tangani Kepala
Bidang Dinas
Surat
Surat keluar/naskah dinas yang h 4 keluar/naskah
yang sudah ditandatangani Kepala dinas sudah yang . Surat
6 Dinas, diberikan penomoran dan sudah ditanda 10 menit :leluar/naskah i
. ) . inas
Cap Dinas {Stempel Dinas ) T tangani Kepala
1 Dinas
[ ]
Menyerahkan surat keluar [ Surat Surat
7 |naskah dinas yang akan dikirim keluar/naskah 10 menit |keluar/naskah
dinas dinas

kepada pengantar surat




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Kasubbag / Ketua | Pengadministrasi Sekretaris / Pengadministrasi
Tim - Kepala Bidang Kepala Dinas Pevsavetan Kelengkapan Waktu OQutput
y
Menerima, menyusunnya
berdasarkan alamat tujuan dan Surat Surat
8 |membawa buku ekspedisi keluar/naskah S menit |keluar/naskah -
pengiriman surat keluar untuk dinas dinas
dipergunakan sebagai tanda terima
Mendistribusikan surat Y
keluar/naskah dinas sesuai alamat Surat Surat
9 : keluar/naskah 30 menit |keluar/naskah -
surat dan memintakan tanda dinas dinas
terima surat keluar/naskah dinas
Mengembalikan buku ekspedisi il Surat Surat
10 |surat keluar sebagai tanda ‘ ' keluar/naskah 5 menit |keluar/naskah -
pengiriman selesai dinas

dinas

= /4 ;
NP T97005142006041010




Nomor SOP SOP/UMUM/06/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

i |
Bisania Olgh Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang| 1. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan, kode nomor surat
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat| 2. Memahami aturan terkait administrasi umum
Daerah

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Tata Naskah Dina

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Buku agenda surat masuk

2. Lembar disposisi

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila proses pengelolaan surat masuk tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses|Buku agenda surat masuk, lembar disposisi
pengelolaan surat masuk akan terhambat




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Sekretaris i
Pimpinan Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Menerima naskah dinas/surat masuk dan kemudian Surat masuk, buku agenda surat
1 ; : i 10 menit Surat masuk -
membaca serta mencermati sesuai alamat dan isinya masuk
A 4
Memberikan tanda tangan pada buku ekspedisi pengirim
2 |dan kemudian membukukan pada buku agenda surat Surat masuk 5 menit Surat masuk
masuk
1
Mengisi lembar disposisi dan menyerahkan surat ; Surat masuk dan Lembar
3 ) Surat masuk 5 menit . ; -
tersebut ke Kepala Dinas disposisi
Memberikan penilaian atas surat masuk. Jika surat h 4
memerlukan tindak lanjut maka diberikan disposisi dan . -, . Surat masuk yang sudah di .
" jika tidak akan diarsipkan atau langsung tinggal Surat sl dan Lamba disposty = gtk disposisi Kepala Dinas
diruangan kerja Kepala Dinas [ ol
¥
5 Mengambil dan mencatat isi disposisi dan tujuan Surat masuk yang sudah di S manit Surat masuk yang sudah di .
surat/berkas tersebut pada buku agenda surat masuk disposisi Kepala Dinas disposisi Kepala Dinas
¥
6 Menditribusikan surat masuk sesuai disposisi Kepala Surat masuk yang sudah di 5 it Surat masuk yang sudah di )
Dinas dan memintakan tanda terima disposisi Kepala Dinas e disposisi Kepala Dinas
A 4
7 Mengambil dan membawa buku agenda surat masuk ( ) Surat masuk yang sudah di & sl Surat masuk yang sudah di i

untuk dipergunakan sebagai tanda terima

disposisi Kepala Dinas

disposisi Kepala Dinas




Nomor SOP SOP/UMUM/07/DPMDes/2025

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 12 Februari 2025
Disahkan Oleh Kepa_la _Dma_s Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP PEMBUATAN DUK
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui dan memahami peraturan kepegawaian
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang 2. Memiliki keahlian pengelolaan daftar urut kepangkatan
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Peraturan Kepegawaian
2. Data DUK Pegawai
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila proses pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) tidak dilaksanakan sesuai|Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
SOP, maka penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) akan terhambat




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan . . Keterangan
tasubhag Usnw Pengolah D_am Fengadinistrast Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
& Kepegawaian Kepegawaian Umum
Memerintahkan penyusunan DUK PNS Disposisi Surat : a2
: .. |Disposisi Surat
1 |Dinas PMD Prov. Kalteng berdasarkan permintaan DUK, 5 menit ermintaan DUK -
permintaan SOPD terkait Data DUK Pegawai P
Menyiapkan dan menganalisis data- k 4
data PNS tentang SK kenaikan Disposisi Surat )
% pangkat, Mutasi, [jazah terakhir, permintaan DUK Yoot | Komsep BRK TS
sertifikat diklat, dll
3 Membuat-kousapDUK PNS Dinas EMD Konsep DUK PNS 10 menit |Konsep DUK PNS
Prov. Kalteng
A 4
. . Tidak
i [[EEEEvEKoRteE DUN PHS DS FMD > Konsep DUK PNS 5 menit |Konsep DUK PNS
Prov. Kalteng
J Ya
Memeriksa Konsep DUK. Jika masih Konsep DUK PNS
ada kesalahan dikembalikan kepada .. |vang sudah diparaf
8 Operator Komputer untuk diperbaiki, Ya e Ui et Kasubbag Umum
jika sudah benar diparaf dan Kepegawaian
Memeriksa Konse.-p DUK.‘ Jika masih T Konsep DUK !’NS Konsep DUK PNS
ada kesalahan dikembalikan kepada yang sudah diparaf 2
6 : s g 10 menit |yang sudah diparaf
Kasubbag Umum untuk diperbaiki, jika Kasubbag Umum dan )
. . Sekretaris
sudah benar diparaf Kepegawaian
Pengajuan DUK PNS Dinas PMD Prov. atiaeg UK PRS _ [PUKPNS yang sudah
7 . ) yang sudah diparaf | 10 menit |ditanda tangani
Kalteng untuk ditandatangani .
T Sekretaris Kepala Dinas
‘ . . DUK PNS yang sudah
g |Menyltapan irsip DUKENS Dinas PMD ditanda tangani 10 menit [DUK PNS
Prov. Kalteng ;
Kepala Dinas

)/
AWAN, SIP., M.IP
aTtafia Muda

.31§7BUSI42006041010




Nomor SOP SOP/UMUM/08/DPMDes/2025

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025
Disahkan Oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP PEMBUATAN SURAT CUTI PEGAWAI

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan| 1. Mengetahui dan memahami peraturan kepegawaian
Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata | 2, Mengetahui dan memahami peraturan cuti pegawai negeri sipil
Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat

Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Peraturan Kepegawaian
2. Peraturan cuti pegawai negeri sipil
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila proses pembuatan Cuti PNS tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka pembuatan|Kartu Kendali Cuti Pegawai
Cuti PNS akan terhambat




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
P . .
Kasubbag Umum & engolah D_ata Sekretaris Kepala Dinas Pengadministrasi Kelengkapan Waktu Output
Kepegawalan Kepegawaian Umum
Menerima permohonan cuti yang Disposisi
1 |diajukan pegawai melalui formulir Formulir cuti S menit |pembuatan cuti -
cuti pegawai
i
Memeriksa kelengkapan Disposisi Konsep surat cuti
2 [|persyaratan cuti berdasarkan jenis pembuatan cuti 15 menit |pegawai beserta -
permohonan cuti yang diajukan T pegawai persyaratannya
L 4
Tidak i
Mengetik  konsep surat cuti > Kansep S urat cutl .. |Konsep surat cuti
3 . pegawai beserta 10 menit -
pegawai - pegawai
I persyaratannya
Memeriksa konsep surat cuti Ya :
- . Konsep surat cuti
pegawai. Jika masih ada kesalahan pegawai yang
. ; iah .
4 dikembalikan kepgda Pengola Ya Konsep;urat cuti 10 menit |sudah diparaf )
Data Kepegawaian untuk pegawai
: R L 2 Kasubbag Umum
diperbaiki, jika sudah benar .
) dan Kepegawaian
diparaf
Memeriksa konsep surat cuti Konsep surat cuti Konsep surat cuti
pegawai. [ika masih ada kesalahan Tidak pegawai yang sudah o aw]:i an
5 |dikembalikan kepada Kasubbag diparaf Kasubbag | 10 menit |PeB2Walyane -
. e sudah diparaf
Umum untuk diperbaiki, jika Umum dan :
A X Sekretaris
sudah benar diparaf Kepegawaian
¥ i i
Pengajuan surat cuti pegawai Konsep surat cuti Surat cuti pegawal
. . . ., lyang sudah ditanda
6 |untuk ditandatangani  Kepala pegawai yang sudah | 10 menit ) -
i . ) tangani Kepala
Dinas . d diparaf Sekretaris )
[ Dinas
Menerima surat ijin cuti yang ¥ Surat cuti pegawai
sudah ditandatangani dan yang sudah ditanda . . :
7 I -~ . . 5 menit  [Surat cuti pegawai -
diserahkan ke Pengadministrasi tangani Kepala
Umum 1 Dinas
i




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
P lah D i i
Knmibbag Usaum:& engoa _al:a Sekretaris Kepala Dinas Fengadutnisrast Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian Kepegawaian Umum
Menyampaikan surat ijin cuti X
8 |kepada pegawai yang ‘ ' Surat cuti pegawai 10 menit [Surat cuti pegawai -

bersangkutan




Nomor SOP SOP/UMUM/09/DPMDes/2025

‘ PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi
i Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

Disahkan Oleh

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP PELAYANAN PIMPINAN

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang| 1. Mengetahui tugas dan fungsi Sekretaris Pimpinan

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat| 2. Kemampuan berkomunikasi dan menyampaikan informasi yang penting
Daerah 3. Mempunyai pengetahuan umum dan wawasan yang luas

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Lembar disposisi

2. Buku agenda surat masuk
3. Buku tamu

4. Telepon/Faximile
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila proses Pelayanan Pimpinan tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka pelaksanaan|Lembar disposisi, buku tamu
kegiatan Pimpinan akan terhambat




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Kasubbag Um.um . Sekretaris Pimpinan Kelengkapan Waktu OQutput
Kepegawaian
Memerintahkan Sekretaris Pimpinan untuk menyiapkan peralatan Agenda kerja, Alat
1 |kerja Kepala Dinas, mengatur, meletakan sesuai tempatnya serta pembersih, Pengharum 5 menit Perlengkapan kerja Pimpinan
menata ruangan dengan baik ruangan
1
v
2 M.enylapkan data, bahan, informasi maupun perlengkapan kerja yang Pfarle.ngkapan kerja 15 menit Perlengkapan kerja Pimpinan :
diperlukan kepala Pimpinan
4
M ! ; | : ; ; "
3 engecek acar.?\ kerja harian kepala pada papan informasi kegiatan Pferleﬁgkapan kerja 10 menit Perlengkapan kerja Pimpinan )
dan menyampaikannya Pimpinan
v
" ; ¢ - . .
4 Mengarr.lb-ll naskah‘ dllnas da!'l surat yang sudah selesai di tandatangani P(.arle.ngkapan kerja 10 menit Lembar disposisi Pimpinan
untuk ditindak lanjuti sesuai disposisi Pimpinan
L
Melakukan koordinasi terlebih dulu atas event, acara, rapat yang . I ; P
5 hendal difluti termasuk lokasi dan acaranya Lembar disposisi Pimpinan 10 menit Agenda kerja Pimpinan
A 4
6 Merjemput dar? menguntar tanul yang: berten denigan: kepald Agenda kerja Pimpinan 10 menit Pelayanan Pimpinan z
termasuk penerimaan telepon
-
A 4
Membantu Pimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan lain yang N g e %
7 diperintahkan Pelayanan Pimpinan 5 menit Pelayanan Pimpinan

Dirias Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Ay NN
| Kalimantan Tengah,

REW
ifa Utama Muda

PN 197005142006041010




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP

SOP/UMUM/10/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan

12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

12 Februari 2025

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana

PENGELOLAAN SURAT KEPUTUSAN (SK) / INSTRUKSI

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

1. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan, kode nomor surat
2. Memahami aturan terkait administrasi umum

Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2023 Tentang
ah Dina

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Buku agenda SK/Instruksi
2. Surat Masuk/Surat Edaran

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila proses pengelolaan Surat Keputusan/Instruksi tidak dilaksanakan sesuai SOP,|Buku agenda SK/Instruksi
maka proses pembuatan Surat Keputusan/Instruksi akan terhambat




Pelaksana Mutu Baku
N Kegiatan Ket
° e8! Kepala Dinas Sekretaris / Kasubbag / Ketua | Pengadministrasi | Pengadminitrasi Kelengkapan Waktu Output eerangan
P Kepala Bidang Tim Umum Persuratan grap o
Memerintahkan dan  mengarahkan . -
1 |Sekretaris/ Kabid untuk menyusun Surat Masuk, Surat 20 menit D{spOSlSl Kepala -
. Edaran Dinas
SK/instruksi
4
2 Mengarahkan Ketua Tim/Kasubbag Disposisi Kepala 15 menit Disposisi Sekretaris )
untuk menyusun konsep SK/Instruksi Dinas / Kabid
. Disposisi Sekretaris .. |Disposisi Kasubbag
3 |Membuat konsep SK/Instruksi / Kahid 20 menit / Ketua Tim
h 4
. . Ya Disposisi Kasubbag . .
4 {Mengetik konsep SK/Instruksi / Ketua Tim 30 menit |Draft SK/Instruksi -
r 3
Men}erlksa draft SK/Instruksi. Jika ¥ Draft SK/Instruksi
masith ada yang salah maka Ya ang sudah diparaf
5 |dikembalikan kepada Pengadministrasi Draft SK/Instruksi | 10 menit iasﬁbba /K:tua -
Umum untuk diperbaiki, jika sudah Tidak X g
R Tim
benar maka diparaf  §
Men:nerlksa draft SK/Inst.rukSL .llka va Draft SK/lnst.ruksl Draft SK/Instruksi
6 masih ada yang salah dikembalikan yang sudah diparaf 5 menit |yang sudah diparaf
kepada Ketua Tim/Kasubbag untuk Tidak Kasubbag / Ketua gekfetaris / K;:Jbi d
diperbaiki, jika sudah benar diparaf 4 Tim
Memeriksa draft SK/lnstruksi. Jika X )
masih terdapat kesalahan dikembalikan Draft SK/Instruksi D;:&ssulg;gs“ukﬁ
7 kepada Sekretaris/Kabid untuk Tidak yang sudah diparaf | 10 menit ﬂitaidatan ani
diperbaiki, jika sudah benar Sekretaris/ Kabid A &
Kepala Dinas

ditandatangani




Mutu Baku

Pelaksana
Ki Ket
No agistan Kepdla Dlias Sekretaris / Kasubbag / Ketua | Pengadministrasi | Pengadminitrasi Kilssakioai Waktu Oiitiie S s
P Kepala Bidang Tim Umum Persuratan gkap P

Memberikan nomor dan stempel pada D;:&:ﬂ;:muhl

8 |SK/Instruksi dan mencatatnya dalam yang . Smenit |SK/Instruksi -
) ditandatangani
buku agenda Surat SK/Instruksi =
1 Kepala Dinas

9 Meyénipsian 'SS/Iaitoke (kepada SK/Instruksi 10 menit |SK/Instruksi -

yang berkepentingan




Nomor SOP SOP/UMUM/11/DPMDes/2025

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pssbimneh Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP RAPAT INTERNAL
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan| 1. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat

Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran kerja
2. Laptop, LCD, Meja, Kursi, Mikropon
3. Makanan dan minuman
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila pelaksanaan rapat tidak dapat berjalan dengan lancar karena persiapan tidak|Notulen Rapat
matang maka kesimpulan hasil rapat tidak akan baik sehingga pelaksanaan kegiatan
dengan dukungan hasil rapat mempunyai hasil yang tidak maksimal




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
U inistrasi
Sekretaris Kasubbag n{um & Pramu Kantor Pengadmini Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian Umum
Memerintahkan persiapan pelaksanaan Rapat Disposisi Kepala
1 P pan p P Dinas pelaksanaan 5 menit |Persiapan rapat -
Internal i
rapat internal
Membuat konsep acara rapat / pertemuan h 4
internal meliputi ruangan, daftar hadir, sound . . .
t -
2 system, daftar hadir, notulen rapat dan Persiapan rapat 10 menit |Persiapan rapa
perlengkapan lain sesuai kebutuhan
A 4
Menyiapkan/menata ruang rapat, meja, kursi,
2 |sound system, micropon dan perlengkapan Persiapan rapat 10 menit |Persiapan rapat -
lain sesuai kebutuhan
¥
Menyiapkan konsumsi rapat sesuai dengan . . .
. p 1 P ra -
3 kebutuhan dan pendistribusiannya ersiapan rapat 0 menit |Persiapan rapat
h
4 Menyiapkan daftar hadir dan surat undangan Persiapan rapat 5 menit |Persiapan rapat -
rapat 1
[ ]
5 [Menyampaikan surat undangan rapat Persiapan rapat 5 menit |Persiapan rapat -
L ]
Mengecek kesiapan pelaksanaan rapat dan , . .
1 P -
6 kehadiran peserta Persiapan rapat 0 menit |Persiapan rapat
—
7 Melaporkan  kepada Selretaris  bahwa . Persiapan rapat 10 menit |Persiapan rapat -

persiapan rapat sudah selesai




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan . . Keterangan
Sekretaris Easabhag Um.um & Pramu Kantor PeigatinIuiNEan Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian Umum
¥
ke, i

8 l‘vglelap.orkan. epada Kepala Dinas bahwa tapat Persiapan rapat 10 menit |Persiapan rapat -

siap dimulai f

Pelaksanaan rapat internal Lingkup Dinas PMD
9 |Prov. Kalteng. Semua pembahasan dan hasil Persiapan rapat 120 menit [Notulen rapat s

rapat dicatat oleh Notulen Rapat

b ’q;ﬁ!{a.rﬂa Muda
1P, 197005142006041010




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
/1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/12/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

[ leh
DisAnkan e Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum
1. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah
Keterkaitan

Peringatan
Apabila proses rekapitulasi kehadiran pegawai tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka
hasil yang diharapkan tidak akurat

Nama SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEHADIRAN PEGAWAI

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui dan memahami peraturan kepegawaian
2. Memiliki keahlian pengelolaan kehadiran pegawai

Peralatan/Perlengkapan

1. Data kepegawaian
2. Rekap data kehadiran pegawai

Pencatatan dan Pendataan
Rekapitulasi kehadiran pegawai




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Kasubbag Unfum Pengolah L‘:ata Pegawai Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
& Kepegawaian Kepegawaian
Memerintahkan penyusunan .
( ) h
1 |laporan kehadiran pegawai setiap Daftar Absensi 5 menit Deatzvl:; adiran -
bulan BB
L 4
2 Merekap data hadir pegawai setiap Data kehadiran 60 menit Rekap data hadir
akhir bulan pegawai pegawat
X Pengumuman
3 Mengumumkan rekapitulasi Rekap data hadir 15 menit |rekapitulasi )
kehadiran pegawai pegawai kehadiran pegawa
h 4
. " Pengumuman
4 Meml:_‘j;ias‘;s Sainggahan jika ada rekapitulasi 180 Menit [Sanggahan pegawai -
yangt va kehadiran pegawai
5 |Mengklarifikasi sanggahan pegawai * Sanggahan pegawai 60 Menit ﬁ:::;:as:‘ pegawal -
L
6 Memperbaiki rekapitulasi daftar Tidak > Klarifikasi sanggahan 30 menit ::l;;pn;ul:j\:ac:at:ir
hadir sesuai dengan kiarifikasi N pegawai su dahpdi]gnerbai)l;i &
——] 2
Memeriksa rekap daftar hadir. Jika Rekap daftar hadir
ada yang salah dikembalikan Rekapitulasi daftar an psu dah diparaf
7 |kepada Pengolah Data Ya hadir pegawai yang 20 menit iasﬁbba Umgm & -
Kepegawaian untuk diperbaiki, jika sudah diperbaiki Ke egawgaian
sudah benar diparaf | P
Memeriksa rekap daftar hadir. [ika Tidak X Rekap daftar hadir Rekap daftar hadir
ada yang salah dikembalikan yang sudah diparaf . p \
8 15 menit |yang sudah diparaf -
kepada Kasubbag Umum untuk Kasubbag Umum & Sekretaris

diperbaiki, jika sudah benar diparaf

Kepegawaian




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Kasubbag Umum Pengolah Data : 5 :
& Kepegawalan Kepegawalan Pegawai Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
y Rekap daftar hadir
Rekap daftar hadir ane sudah
9 |Menandatangani rekap daftar hadir yang sudah diparaf 15 menit |0 2 =
. ditandatangani
J Sekretaris :
Kepala Dinas
Rekap daftar hadir
10 Mengarsipkan berkas hasil rekap yang sudah 15 menit Rekap daftar hadir
daftar hadir ditandatangani pegawai
Kepala Dinas

. Kep—ai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rrovi :é'r'@mntan Tengah,
LN\

.\

AN
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Nomor SOP SOP/UMUM/13/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PRl Cheki Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait disipin PNS
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri| 2. Memiliki pengetahuan aturan hukum pegawai
Sipil

3. Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

1. Data pegawai

2. Peraturan perundang-undangan terkait disipin PNS

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika ada bukti kuat pelanggaran disiplin maka akan diberikan sanksi Laporan indispliner pegawai, Surat Pernyataan Tidak Puas




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pengolah D-at.a Atasan Langsung Kasubbag Umum Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian Pegawai dan Kepegawaian
Berkoordinasi  dengan  Kasubbag
Umum & Kepegawaian dan Bukti indisipliner . Laporan indispliner
1 . e ) 1 jam .
melaporkan tindakan indisipliner| pegawai pegawai
pegawat kepada atasan langsungnya
Memverifikasi  laporan  tindakan ] Laporan indisipliner Hasil verifikasi dan
2 |indisipliner dan berkoordinasi kepada p \ p 2jam |koordinasi aduan -
pegawal o
Kasubbag Umum indispliner
X Hasil verifikasi d
Mencari bukti dan saksi tindakan ast veriitasi dan . |Bukti tindakan
3 indisipliner pegawai koordinasi aduan ¢ har indispliner pegawai )
P peg indisipliner P Pee
h J
Membuat surat panggilan kepada Bukti tindakan . |Draft surat
4 . P . ) . | 5 menit .
pegawai yang melakukan indisipliner Ya indispliner pegawai panggilan
F 3
¥ Draft surat
Memeriksa surat panggilan. Jika ada Tidak ;: !::Jar: .
kesalahan  dikembalikan  kepada Draft surat _[panesiany g
5 . Ya ) 5 menit |sudah diparaf -
Pengolah Data Kepegawaian untuk panggilan
. e . Kasubbag Umum &
diperbaiki, jika sudah benar diparaf .
'y Kepegawaian
v
Memeriksa surat panggilan. Jika ada Tidak| D;:& Si:::t "
kesalahan  dikembalikan  kepada pangglan yang ., |Surat panggilan
6 . L sudah diparaf 5 menit .
Kasubbag Umum untuk diperbaiki, jika pegawai
. . Kasubbag Umum &
sudah benar ditandatangani ;
Kepegawaian
L 3 ar -
Memanggit secara tertulis terhadap .Eiulfnt{ndakan . Buktl tindakan :
= . indispliner pegawai, _ |indispliner pegawai,
7 |pegawai yang diduga melalukan Surat panegilan 1 hari Surat panggilan
indisipliner pangg! pangg!

pegawai

pegawai




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
P
engolah Data | Atasan l.ang-s ung Kasubbag Umum Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
Kepegawaian Pegawai dan Kepegawaian
ik .
Mel.n.eril sa pegawai yang melakukar? Laporan hasil
indisiptiner, dan memberikan sanksi | emeriksaan, bukti
jika ada bukti kuat dan atau pengakuan Surat Panggilan, p '
i ; L . tindakan
8 |dari pegawai yang Dbersangkutan bukti tindakan Zjam |, . -
i i >— NP . indisipliner, surat
sesuai dengan kewenangannya (Jika indisipliner pegawai . .
. . . pemberian sanksi
tidak maka diserahkan kepada pejabat R
hukuman disiplin
yang berwenang)
Lap. hasil
h 4 i i
pemeriksaan, bukti
Membuat draft Surat Pernyataan Tidak tindakan . Draft Surat .
9 o 10 menit |Pernyataan Tidak -
Puas indisipliner, surat Puas
+ pemberian sanksi
hukuman disiplin
Draft Surat
Tidak i
‘ Draft Surat Pernyataan Tidak
10 Memeriksa dan memaraf Surat Ya Pernvataan Tidak 5 menit Puas yang sudah i
Pernyataan Tidak Puas 4 i diparaf Kasubbag
Puas
X Umum &
Kepegawaian
4 Draft Surat
Tidak Pernyataan Tidak Draft Surat
1 Memeriksa dan memaraf Surat Puas yang sudah 5 menit Pernyataan Tidak }
Pernyataan Tidak Puas diparaf Kasubbag Puas yang sudah
Umum & diparaf Sekretaris

Kepegawaian




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pengolah Data | Atasan Langsung | Kasubbag Umum Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian Pegawai dan Kepegawaian
1 Draft Surat
12 Menandatangani  Surat Pernyataan Pernyataan Tidak 5 menit Surat Pernyataan .
Tidak Puas Puas yang sudah Tidak Puas

diparaf Sekretaris

13

Menyampaikan  Surat Pernyataan
Tidak Puas kepada pegawai yang
melakukan tindakan indisipliner dan
BKD

Surat Pernyataan

Tidak Puas A e

Surat Pernyataan
Tidak Puas

/,"', g ntan Tengah,
i‘ |" b2 /(:
(=
R
"\ 2\3 y/
\ 7 ARYAV mﬁ SIP., M.IP
) ) (/.‘ J 7l 7
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PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP

SOP/UMUM/14/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan

12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

12 Februari 2025

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan

Peringatan
Apabila proses pembuatan SPPD tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses
pembuatan SPPD akan terhambat

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana

Peralatan/Perlengkapan
i. Lembar disposisi

3. Kartu Kendali SPPD

Pencatatan dan Pendataan
Kartu Kendali SPPD

PEMBUATAN SPPD

1. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan, kode nomor surat
2. Mengetahui dasar peraturan penetapan SPPD

2. Surat Undangan/Permintaan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan . Keterangan
Kasubbag / Ketua | Pengadministrasi |Kasubbag Umum &| Sekretaris /
Tim Kepegawaian Kepegawalan Kabid Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Disposisi Kepala
Mengajukan permohonan pembuatan Dinas, Surat ; )
1 SPPD T — 5 menit Permohonan SPPD
Permintaan
A 4
2 [Mengetik konsep SPPD > Permohonan SPPD 10 Menit  |Konsep SPPD -
Tidak
T
Memeriksa konsep SPPD. Jika masih Ya Draft SPPD yang sudah
ada yang salah dikembalikan kepada X ;
3 s » . % Konsep SPPD 5 menit  |diparaf Kasubbag /
Pengadministrasi Kepegawaian untuk a Ketua Tim
diperbaiki, jika sudah benar diparaf
-
" o " v
Memeriksa konsep SPPD. Jika masih Draft SPPD yang Draft SPPD yang sudah
ada yang salah dikembalikan kepada Tidak Ya ; < ; ,
4 ) sudah diparaf 5 menit diparaf Sekretaris/ -
Kasubbag/Ketua Tim untuk Kasubbag / Ketua T Kabid
diperbaiki, jika sudah benar diparaf g
Memeriksa konsep SPPD. Jika masih p 4
terdapat  kesalahan  dikembalikan Tidak Draft SPPD yang Draft SPPD yang sudah
5 |kepada  Sekretaris/Kabid  untuk sudah diparaf S menit [ditandatangani Kepala -
diperbaiki, jika sudah benar Sekretaris/ Kabid Dinas
ditandatangani
Memberikan nomor, tanggal dan Draft SPPD yang Penomoran
6 |[stempel dinas SPPD dan mencatatnya < sudah ditandatangani 5 menit - <Tun SPED
dalam kartu kendali SPPD Kepala Dinas p B8 ’
Menyerahkan SPPD yang sudah 2 Penomoran
7 |ditandatangani Kepala Dinas kepada ‘ , s '::a;l SPPD 5 menit SPPD -
Kasubag/Ketua Tim penange
eR ,Ké'p as'Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 "Provins gfintan Tengah,
57 ~=\ IN=}
/| o\ %, A
i B 1 ﬁ I\\ = *’
i | = h\ 3 It
..!. K \q*‘f é -3 ,"'
|, AR AW ;@?" M.IP
"'.f./ tapi?,fduda
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PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/15/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disahkan Oleh
e © Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah 44 Tahun 2023 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan

Peringatan
Apabila perlakuan terhadap pelayanan tamu kedinasan tidak dilakukan dengan
baik maka fungsi pelayanan tidak tercapai dengan maksimal

Nama SOP PELAYANAN TAMU

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pimpinan
2. Kemampuan berkomunikasi dan menyampaikan informasi yang penting
3. Mempunyai pengetahuan umum dan wawasan yang luas

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer
2. Barcode
3. Meja, Kursi

Pencatatan dan Pendataan
Buku tamu digital dan buku tamu manual




Mutu Baku

No Kegiatan Petuzas Tamu/Pemohon Perwakilan dari Keterangan
& ) Petugas PPID Sekretariat/Bidang Kelengkapan Waktu Output
Resepsionis Informasi 4
Teknis
Menerima tamu, menyfi[.)a dan menaylal.can Buku tamu digital . Informasi singkat
1 |keperluannya dan mengisi buku tamu digital 10 menit keperluan -
SIBUDI .
SIBUDL kunjungan
¥
2 Mengisi huku. ta.rnu digital SIBUDI didampingi Informasi 5|ngl.<at S menit Tiket buku tamu
petugas resepsionis T keperluan kunjungan
Mengarahkan tamu menuju ruang tunggu (ruang ‘ Tiket buku tamu
3 |PPID) dan meminta identitas atau surat tugas (jika Tiket buku tamu 10 menit dan identitas -
ada). f tamu/surat tugas
|
Infermasi ke
Memeriksa nomor tiket buku tamu dan keperluan h 4 Tiket buku tamu dan Sekretariat/Bidang
4 [tamu. Kemudian mengarahkan tamu berdasarkan f identitas tamu/surat 15 menit Teknis yang
kategori urusan yang telah diinput. h tugas menguasai
informasi
Memperjelas rnual.an !nfurmas!, bahan dan data | Informasi ke Softcopy/hardcopy
yang diperlukan. Jika informasi, bahan dan data . .
- . Sekretariat/Bidang . bahan, data atau
5 |tersedia dan dalam penguasaan Dinas PMD Teknis yan 20 menit informasi van
Provinsi Kalimantan Tengah, maka data akan y g R . yang
o menguasai informasi diminta oleh tamu
diberikan.
Memberikan dan menyerahkan secara sopan
identitas atau surat tugas setelah selesai bertemu, Softcopy/hardcopy
6 kemudian mengarahkan tamu untuk mengisi { bahan, data atau 10 menit Surat tugas atau
Survey Kepuasan Masyarakat dengan informasi yang identitas lain
menunjukkan barcode yang fiturnya terhubung ke diminta oleh tamu
website Dinas PMD
Barcode yang diakses
4 melalui komputer/PC,
Hasil lah
7 [Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat Handphone, Tablet 10 menit ast survey tela

yang terhubung
dengan jaringan
internet

dikirim




Mutu Baku

No Kegiatan Petugas Tamu/Pemobon Perwakilan dari Keterangan
ga / Petugas PPID Sekretariat/Bidang Kelengkapan Waktu Output
Resepsionis Informasi
Teknis
8 Menyapa tamu ‘ dan . kemudian tidak lupa .Surat.tugas.atau 10 menit Ucapan terima kasth )
mengucapkan terima kasih I identitas lain
9 |Merapikan ruang tunggu Ucapan terima kasih 15 menit Rerapias fusng -

tunggu




Nomor SOP SOP/UMUM/16/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

e Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP PEMELIHARAAN KEBERSIHAN DAN KENYAMANAN KANTOR
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang 1. Mengetahui tugas dan fungsi Pramu kantor, Pramu Taman dan kebersihan
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
Daerah 3. Memahami pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Jadwal penjagaan

2. Sapu, ember, pel, sulak, tempat sampah

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor tidak berjalan dengan baik|Aktivitas Pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor dicatat dan didata sebagai dokumen atau
maka kondisi bekerja dan semangat, gairah akan terganggu dan kemudian|bahan laporan pelaksana Pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor

berimplikasi terhadap kinerja instansi




No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kasubbag Umum &
Kepegawaian

Pramu Kantor

Pramu Taman &
Kebersihan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Menyusun dan menyiapkan jadwal pelaksanaan
kebersihan secara berkala oleh masing masing
bagian

(2

penyusunan jadwal
kebersihan

10 menit

Jadwal pelaksana
pemelihara kebersihan

Menyapu, mengelap peralatan dan perlengkapan
kantor dari debu, kotoran hewan sesuai jadwal
secara bergantian

Jadwal pelaksana
pemelihara kebersihan

20 menit

Kebersihan ruang kerja

Menyediakan dan menempatkan alat-alat kebesihan
pada tempat yang sesuai meliputi Sapu, Kain pel,
ember, gayung, kapur barus, pengharum ruangan,
tempat sampah

Kebersihan ruang kerja

30 menit

Peralatan kebersihan

Mengatur dan menata meja kursi, komputer, meja
tamu minimal 1 kali dalam satu tahun termasuk
kordeng dan taplak meja atas instruksi

o

Peralatan kebersihan

30 menit

Penataan ruangan

Memperhatikan  jaringan listrik  tidak  terjadi
hubungan pendek termasuk jaringan komputer,
lampu, AC, Kipas angin, TV, Dispancer serta atap
ruangan tidak bocor termasuk percikan air saat
hujan deras

Penataan ruangan

10 menit

Pengecekan ruangan

Mematikan jaringan listrik setelah selesai jam kerja
atau meninggalkan ruangan kerja setelah aliran
listrik pada masing masing alat dimatikan

Pengecekan ruangan

10 menit

Pengecekan ruangan

Menyampaikan usulan kepada Kasubbag Umum dan
Kepegawaian untuk dilakukan tindakan
pemeliharaan, penambahan dan perbaikan sarana
kerja yang rusak

Pengecekan ruangan

10 menit

Usulan pereliharaan,
penambahan dan
perbaikan sarana kerja




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Kasubbag Umum & Pramu Taman &
len, n Waktu Output
Kepegawalan Pramu Kantor T Kelengkapa al p
2 . Rekomendasi terkait
; . ; Usulan pemeliharaan, ;
Memeriksa dan mencermati usulan. Jika sangat perlu . pemeliharaan,
8 i T : penambahan dan 10 menit 3
akan disetujui dan jika tidak perlu akan ditunda ) penambahan dan
> & perbaikan sarana kerja . 2
perbaikan sarana kerja
s ; ; ; 3 Rekomendasi terkait
Menguci semua laci, lemari dan pintu ruangan secara y
. . . 7 pemeliharaan, ) Pemeliharaan kebersihan
9 |rutin setelah selesai jam kerja dan meninggalkan 10 menit =
: penambahan dan dan kenyamanan kantor
ruangan kerja : ;
perbaikan sarana kerja

,_

;:§?y(§qr"MJP
Jtama Muda
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Nomor SOP SOP/UMUM/17/DPMDes/2025

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disahkan Oleh Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP PELAKSANAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Kepegawaian dan pengadministrasi umum
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan 3. Mengetahui aturan Kepegawaian

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang| 4. Mengetahui tata cara administrasi dan persuratan
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat

Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Data pegawai
2. Peraturan perundang-undangan terkait Analisis Jabatan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pegawai tidak berjalan dengan baik|Laporan pengadministrasi kepegawaian
maka jumlah pegawai tidak proporsional sehingga kinerja dan prestasi kerja pegawai
sulit dinilai




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan . . . Keterangan
Ka
subbag Un{um & Pengadmlms.trasi Sekretaris Kepala Dinas Pengadministrasi Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian Kepegawaian Umum
Memerintahkan untuk membuat daftar DUK Struktur
1 Jkebutuhan  pegawai  sesuai surat Q— Or a'nisasi 10 menit |Formasi PNS
permintaan dari BKD g
Mempelajari aturan tentang persyaratan
2 |pengisian jabatan dan penambahan Formasi PNS 120 menit |Formasi PNS
kepegawaian $
Mempelajari aturan tentang persyaratan
3 [pengisian jabatan dan penambahan Formasi PNS 120 menit |Formasi PNS -
kepegawaian 4
Meneliti dan menganalisa data dari buku
4 penfagaan tentang ]a!)atan yang kfasnng, Formasi PNS 60 menit |Formasi PNS -
akan kosong, Pegawai yang sampai pada
BUP |
Menyampaikan surat usulan  serta Tidak
informasi dan formasi kepada pimpinan Draft surat
5 |kebutuhan penambahan pegawai beserta Formasi PNS 15 menit jusulan kebutuhan
lampiran dan data pendukung untuk Ya pegawai
dipertimbangkan
Mencermati dan mempelajari usulan, jika Draft surat
] - . usulan kebutuhan
masih ada kesalahan dikembalikan kepada Draft surat usulan epawai van
6 |Pengadministrasi Kepegawaian untuk] 10 menit |P°8 yang -

diperbaiki, jika sudah benar diparaf dan
kemudian disampaikan kepada Sekretaris

kebutuhan pegawai

sudah diparaf
Kasubbag Umum
& Kepegawaian




Nomor SOP SOP/UMUM/18/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

(iDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

i Oleh
| SRR Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Mengetahui dan memahami standar layanan informasi publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Mengetahui dan memahami pengelolaan pelayanan informasi

2.
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

7. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan

Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang

Pelayanan Informasi Publik

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Daftar Informasi Publik

2. Komputer dan Jaringan Internet

3. Printer

4, Alat Tulis Kantor

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila pelayanan permohonan informasi publik tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka|Arsip pelayanan permohonan informasi publik
proses permintaan informasi akan terhambat

5.

6.




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pemohon Petugas KeP;::)f{;g::i/rSUb Keterangan
Registrasi/ PPID Pelaksana Kelengkapan Wakiu Output
[nformasi Petugas Desk (Penanggung Jawab
Pembuat Informasi)

1 |Menyampaikan permohonan informasi ATK, Formulir Pada haridan jam  |Lembar formulir yang -
yang dibutuhkan baik secara langsung Permintaan Informasi |kerja untuk terisi dan
atau  tidak  langsung  (melalui Publik, dan permohonan fotocopy/scan
website PPID) ‘ \ Fotocopy/Scan informasi secara identitas diri

,._} identitas diri dari langsung dan setiap
pemohon informasi  |saat untuk
permohonan
Tidak informasi melalui
website PPID

2 |Melakukan registrasi berkas Lembar formulir yang |Pada hari dan jam  |Registrasi Bagian registrasi
permohonan informasi publik. Jika terisi dan kerja untuk permohonan memverifikasi
informasi yang diminta telah termasuk fotocopy/scan permohonan informasi publik kelengkapan pemohon.
dalam DIP atau sudah terdapat di X identitas diri informasi secara Jika tidak lengkap,
website PPID, maka informasi dapat langsung dan setiap pemohon diwajibkan
langsung diberikan kepada pemohon - saat untuk melangkapi
informasi atau dapat diunduh langsung permohonan
oleh  pemohon  informasi. Jika informasi melalui
informasi  yang diminta  belum Ya website PPID
termasuk dalam DIP, maka berkas
permohonan  disampaikan kepada
PPID Pelaksana

3 |Melakukan komunikasi dengan Bidang Registrasi 15 menit Laporan progress

yang menguasai informasi

permohonan informasi
publik

permintaan informasi
publik




Mutu Baku

Pelaksana
No Kegiatan Pomokon Petugas Kep:::’::ll(ll::ti/r.ﬁub Keterangan
Registrasi/ PPID Pelaksana Kelengkapan Waktu Output

Informasi Petugas Desk (Penanggung Jawab
Pembuat Informasi)

4 |Menyiapkan informasi publik yang Laporan progress 10 hari kerja sejak  |Informasi publik yang -

diminta permintaan informasi |permohonan disiapkan
publik informasi diterima
v oleh PPID
5 |Memberikan informasi publik ’ Informasi publik yang |10 menit Informasi publik yang -

-

disiapkan

diminta oleh
pemohon informasi

-

W AN, S.1P., M.IP
‘B(&ima Muda

@pala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
j(glim:_aptan Tengah,




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/19/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

M Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14

" Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

7. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Komisl Informasi Nomor 13 tentang Prosedur Penyelesian Sengketa
Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan

Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang

Pelayanan Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang

" Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan

9.

10.

11

Peringatan
Apabila prosedur ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai

Nama SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui dan memahami standar layanan informasi publik
2. Mengetahui dan memahami prosedur penyelesaian sengketa informasi publik

Peralatan/Perlengkapan

1. Petunjuk teknis pelayanan informasi publik
2. Formulir pernyataan keberatan/bukti pengajuan

3. Register keberatan
Pencatatan dan Pendataan

Arsip keberatan informasi publik




Pelaksana Mutu Baku
" gt Pemohon PPID Pelaksana Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output R——
Informasi
1 |Menyampaikan pengajuan keberatan atas (1) Formulir pengajuan keberatan 1 hari Formulir pengajuan -
tidak terlayaninya permohonan informasi informasi publik yang tersedia di keberatan yang telah diisi
yang dibutuhkan paling lambat 30 hari kerja C D meja pelayanan PPID yang dilengkapi dengan
setelah menerima alasan penolakan (2) Fotocopy atau scan identitas fc?t?copy/scan identitas
o diri
diri dari pemohon yang
mengajukan keberatan
2 |Melakukan registrasi formulir pengajuan Formulir pengajuan keberatan 1 hari Daftar pengajuan -
keberatan  pelayanan  informasi  dan A yang telah diisi yang dilengkapi keberatan pelayanan
menyampaikan pengajuan keberatan kepada I dengan fotocopy/scan identitas informasi
Atasan PPID diri
3 |Memeriksa formulir pengajuan keberatan (1) Daftar pengajuan keberatan 10 hari Surat perintah tertulis o
dan memerintahkan PPID Pelaksana untuk pelayanan informasi kepada PPID Pelaksana
memberikan tanggapan untuk menanggapi
(2) DIP yang telah diumumkan keberatan permintaan
T informasi
4 |Membuat surat tanggapan atas keberatan v Surat perintah tertulis kepada 1 hari Surat tanggapan tertulis
permintaan informasi PPID Pelaksana untuk menanggapi
permintaan informasi
5 |Memberikan informasi yang diminta jika Surat tanggapan tertulis 10 menit Informasi publik yang 2
informasi yang dimaksud tersedia di dalam diminta oleh pemohon
DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan A informasi atau surat
keberatan kepada Pemohon Informasi. Jika ( ) penolakan kepada
informasi yang diinginkan tidak tersedia di pemohon informasi
dalam DIP, karena belum tersedia atau
termasuk informasi yang dikecualikan, maka
diberikan surat penolakan kepada Pemohon
Informasi.




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/20/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

i 0l
Disahkan Oleh Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

1.

i AN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Informasi Publik

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang

. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat

Daerah

Keterkaitan

Peringatan
Apabila proses peringatan dini dan evakuasi darurat terhadap kebakaran tidak
dilaksanakan sesuai SOP, maka proses evakuasi akan terhambat

PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP

Nama SOP KEBAKARAN

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui dan memahami prosedur peringatan dini terhadap keadaan darurat
2. Mengetahui dan memahami prosedur evakuasi keadaan darurat

Peralatan/Perlengkapan
1. Pengeras suara
2. Speaker
3. APAR

Pencatatan dan Pendataan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kepala Sub Bagian Keterangan
Pejabat/ Pegawai| Petugas Tanggap
Penghuni Lantai Darurat Umum da_n Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
1 |Memberitahukan adanya sumber api Bukti adanya sumber api 3 menit Laporan adanya -
sumber api
2 |Mengumumkan adanya kebakaran dan Laporan adanya sumber 3 menit Pengumuman adanya -
memutuskan aliran listrik 1 api kebakaran
3 (Memberitahukan seluruh pegawai untuk - Pengumuman adanya 3 menit Pemberitahuan jalur -
berkumpul ke tempat aman yang telah kebakaran evakuasi
ditentukan (assembly point)
4 |Mengarahkan seluruh pegawai untuk 4 Pemberitahuan jalur 15 menit Berkumpulnya seluruh .
berjalan secara tertib dan berbaris secara evakuasi pegawai di assembly
teratur menuju ke assembly point } point
5 |Memerintahkan staf untuk melaksanakan Berkumpulnya seluruh 7 menit Laporan absensi -
absensi iy pegawai di assembly point
6 [Melakukan pemadaman sumber api. Bila Laporan absensi 20 menit  |Laporan pemadaman
sumber api dapat dikuasai, maka sumber, sumber api
api dipadamkan dengan menggunakan Alat i |
Pemadam Api Ringan (APAR). Bila sumber Tidak
api tidak dapat dikuasai, maka petugas

tanggap darurat memberitahu Kepaia Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian untuk
melaporkan adanya kebakaran kepada
Dinas  Pemadam  Kebakaran,  serta
menghubungi Petugas Pelayanan Kesehatan

Ya




Mutu Baku

Pelaksana
No Kegiatan Kepala Sub Bagian Keterangan
Pejabat/ Pegawai| Petugas Tanggap
Penghuni Lantal Deisicit Umum dan Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
7|Melakukan penyelamatan dokumen- 4 Laporan pemadaman 30 menitsd |Dokumen-dokumen -
dokumen serta peralatan kantor. sumber api selesai dan peralatan kantor

yang berhasil
diselamatkan

-'D__Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

antan Tengah,




Nomor SOP SOP/UMUM/21/DPMDes/2025

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 12 Februari 2025
Disahkan Oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Kalimantan Tengah

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT
BADAN PUBLIK

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Mengetahui dan memahami prosedur pelayanan pengaduan masyarakat
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
* Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
7. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan

5 Informasi Publik
9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
" Sengketa Informasi Publik
10 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
" Pelayanan Informasi Publik
11, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
12. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Petunjuk teknis pelayanan pengaduan
2, Petunjuk teknis pelayanan informasi publik

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat badan publik tidak|Arsip Pengaduan
dilaksanakan sesuai SOP, maka pelayanan pengaduan akan terhambat




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Sekretaris/Kepala Keterangan
Pelapor Petugas Informasi | Kepala Dinas Sub Bagian Umum Kelengkapan Waktu Output
dan Kepegawaian
1 |Mengadukan penyalahgunaan Laporan 15 menit Dokumen pengaduan -
wewenang pejabat Dinas PMD Provinsi penyalahgunaan
Kalimantan Tengah melalui surat, wewenang
media sosial (facebook dan
instragram), atau melalui pengaduan
langsung ke kantor Dinas PMD
Provinsi Kalimantan Tengah
2 |Menerima laporan pengaduan yang + Dokumen pengaduan 15 menit Dokumen pengaduan -
disertai dengan lampiran bukti yang telah diberi
pendukung, serta menyerahkan tanda lembar disposisi
terima kepada pelapor I
3 |Memberikan disposisi kepada l Dokumen pengaduan 10 menit Disposisi tindak -
Sekretaris/Kepala Sub Bagian Umum yang telah diberti lanjut pengaduan
dan Kepegawaian untuk lembar disposisi
ditindaklanjuti r
4 |Menyiapkan bahan tindak lanjut L Disposisi tindak 7 hari Bahan tindak lanjut -
pengaduan penyalahgunaan L lanjut pengaduan pengaduan

wewenang kepada Kepala Dinas




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Sekretaris/Kepala Keterangan
Pelapor Petugas Informasi | Kepala Dinas Sub Bagian Umum Kelengkapan Waktu Output
dan Kepegawaian
5 |Membuat keputusan jawaban atas I— g Bahan tindak lanjut 1 hari Keputusan hasil -
pengajuan pengaduan penyalahgunaan pengaduan tindak lanjut
wewenang pengaduan
6 |Menetapkan sanksi atau membebaskan Keputusan hasil 3 hari Surat keputusan
sanksi pegawai ¥ tindak lanjut pemberian sanksi
‘ ' pengaduan atau pembebasan
sanksi pegawai

ia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
ri(i\aliman;an Tengah,




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/22/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

EAsshian Cien Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

s
2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian
Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan
SOP Pelayanan Informasi Publik

Peringatan
Apabila SOP ini tidak berjalan, maka proses pengelolaan permohonan informasi
publik akan terhambat

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI

Nama SOP PUBLIK

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami tentang Prosedur Penetapan dan Pemuktakhiran Daftar Informasi Publik

2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Informasi Publik di Setiap Sub Unit Kerja
2. Perangkat Keras (Hardware): Komputer, Printer, dan Bolpoin

Pencatatan dan Pendataan
Dokumen Daftar Informasi Publik




Pelaksana Mutu Baku
Admin
No Kegiatan Pelaksana Keterangan
Bidang Admin PPID Kigsbbag Unamin Sekretaris Kepala Dinas | Kelengkapan Waktu Output
& Kepegawaian
Pengelolaan
Informasi
1 |Mengkoordinasikan pengumpulan Nota Dinas 1 hari Informasi yang -
informasi publik di Unit Kerja ‘ , dihasilkan dan
dikuasai
2 |Menginventarisir  informasi  sesuai Informasi yang 3 hari Informasi yang -
sifatnya yaitu Tersedia Setiap Saat, L dihasilkan dan dikuasai beserta
Berkala, dan Serta Merta serta dikuasai dokumennya
menginventarisir jenis informasi dalam
bentuk softfile dan hardcopy ]__l_
3 |Memeriksa dan memilah informasi dari y Informasi yang 1 hari Daftar informasi -
tiap bagian sesuai sifat dan jenisnya dikuasai beserta vang dikuasai
dokumennya
4 |Mengkompilasi ke dalam  Daftar Daftar informasi 1 hari Draft Keputusan
Informasi Publik (DIP) dan membuat yang dikuasai DIP
draft Keputusan DIP
5 |Memeriksa draft Keputusan Daftar v Draft Keputusan 15 menit  |Draft Keputusan
Informasi Publik. Jika masih terdapat Ya DIP DIP yang sudah
kesalahan dikembalikan ke Admin PPID Tidak diparaf Kasubbag
untuk diperbaiki, jika sudah benar a
diparaf. 1
6 |Memeriksa draft Keputusan Daftar { Draft Keputusan 15 menit Draft Keputusan
Informasi Publik. Jika masih terdapat DIP yang sudah DIP yang sudah
kesalahan dikembalikan kepada Tidak diparaf Kasubbag diparaf
Kasubbag untuk diperbaiki, jika sudah Sekretaris
benar diparaf.
7 |Menetapkan Daftar Informasi Publik — Draft Keputusan 5 menit Keputusan Daftar -
dalam bentuk Keputusan Ya DIP yang sudah Informasi Publik
diparaf
Sekretaris
<+ /KepglaDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
@& 2 20

L




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/23/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SRR Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
" Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
" Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
* Informasi Publik

5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
* Pelayanan Informasi Publik

6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang
' Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

7 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan
SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Peringatan
Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan
baik

Nama SOP SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik
2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan
1, Dokumen Informasi Publik di Setiap Sub Unit Kerja
2. ATK

Pencatatan dan Pendataan
Arsip Dokumentasi Informasi Publik




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Admi;ll‘;:l:gksana Keterangan
Admin PPID Dekiieiitast daii Kelengkapan Waktu Output
Arsip
Mengumpulkan dokumen informasi publik Keputusan DIP 1 hari Dokumen informasi -
yang dikuasai PPID Pelaksana berdasarkan publik
Keputusan Daftar Informasi Publik
Memisahkan dokumen informasi publik & Dokumen informasi 60 Menit Dokumen informasi -
dalam bentuk softfile dan hardfile publik publik
—
Mengelola dan menyimpan dokumen Dokumen informasi 60 Menit Arsip informasi publik -
informasi publik ;: , publik

~¥epala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
' P ifishKalimantan Tengah,

%,

of _fin'a\l.‘ltama Muda
P.197005142006041010




Nomor SOP SOP/UMUM/24/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disghicn Otel Provinsi Kalimantan Tengah
SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DAN PENETAPAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik . Memahaml tentang Pengklasifikasian Informasi Publik yang Dikecualikan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat

2. Memahami tentang Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik

w

o

Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 1. Dokumen Keputusan Daftar Informasi Publik
2. SOP Keberatan Pelayanan Informasi Publik 2. Perangkat Keras (Hardware): Komputer, Printer, dan ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan informasi tersebut tidak|Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan
akan mencapai sasaran




Pelaksana Mutu Baku
Admin
No Kegiatan Pelaksana Ti BKe.pal;[:lSub Keterangan
Bidang Admin PPID m agian TMum | gekretaris Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output
Pertimbangan dan
Pengelolaan Kepegawaian
Informasi pega
1 |Mengkoordinasikan pengumptlan Dasar hukum 3 hari Daftar informasi
informasi publik yang diidentifikasi yang mengatur publik yang
sebagai informasi rahasia (tidak dibuka tentang informasi dikecualikan
untuk publik) publik yang
dikecualikan
2 |Mengusulkan informasi publik yang 1 3 Daftar informasi 1 hari |Draft usulan
dikecualikan publik yang informasi publik
dikecualikan yang dikecualikan
3 {|Melakukan kajian dan membuat Draft usulan 7 hari  |Berita acara -
pertimhangan tertulis berdasarkan UU ¢ informasi publik pengujian
serta Kepatutan dan Kepentingan atas yang dikecualikan konsckuensi
informasi/dokumen yang tidak
tertnasuk ke dalam Daftar Informasi
Publik
4 |Membuat draft Keputusan Daftar Berita acara 30 menit |Draft Keputusan -
Informasi Publik yang dikecualikan | pengujian Daftar Informasi
+ Ya konsekuensi Publik yang
r 3 dikecualikan
5 [|Memeriksa draft Keputusan Daftar Draft Keputusan | 15 menit |Draft Keputusan
informasi Publik yang dikecualikan. Jika X Daftar Informasi Daftar informasi
masih terdapat kesalahan dikembalikan Tidak Publik yang Publik yang
ke Admin PPID untuk diperbaiki, jika dikecualikan dikecualikan yang

sudah benar diparaf.

sudah diparaf
Kasubbag




Pelaksana Mutu Baku
Admin
No Kegiatan Pelaksana Tim B:el::;zi:m Keterangan
Bidang Admin PPID 8l Sekretaris Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output
Pertimbangan dan
Pengelolaan Hisiadniian
Informasi e &
3
6 |Memeriksa draft Keputusan Daftar Ya Draft Keputusan | 15 menit |Draft Keputusan
Informasi Publik yang dikecualikan. Jika Daftar Informasi Daftar Informasi
masih terdapat kesalahan dikembalikan Publik yang Publik yang
ke Kasubbag untuk diperbaiki, jika dikecualikan yang dikecualikan yang
sudah benar diparaf. Tidak sudah diparaf sudah diparaf
Kasubbag Sekretaris
7 |Menetapkan daftar informasi publik Draft Keputusan 5menit |Keputusan Daftar -
yang dikecualikan + Daftar Informasi Informasi Publik
Publik yang

dikecualikan yang
sudah diparaf
Sekretaris

-




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/25/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

isahkan Oleh
s = Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

1,
2

4.

n

2y

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan
SOP Pelayanan Informasi Publik

Peringatan
Apabila SOP ini tidak berjalan, maka penanganan sengketa informasi publik akan
terganggu

Nama SOP SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik
2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Sengekta Informasi Publik

2. Permohonan dan Keberatan Informasi Publik

3. Perangkat Keras (Hardware): Komputer, Printer, dan ATK

Pencatatan dan Pendataan
Dokumen Daftar Penanganan Sengketa Informasi Publik




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
::‘ ‘;?r(::::; A;z; f::s::::) Tim Fasilitasi Kelengkapan Waktu Output
1 {Mengajukan keberatan secara tertulis (1) Formulir 10 hari  |Berkas pengajuan -
kepada Atasan PPID Pelaksana dalam pengajuan keberatan keberatan informasi
waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak informasi publik; (2}
permohonan informasi teregistrasi Fotocopy identitas diri
dari pemohon yang
mengajukan
keberatan
2 [|Menetapkan Tim Fasilitasi sengketa Berkas pengajuan 1 hari (1) Berkas Tim Fasilitasi
informasi untuk mengupayakan keberatan informasi pengajuan keberatan |beranggotakan Tim
penyelesaian sengketa. h 4 informasi; (2) Pertimbangan PPID
Keputusan Tim Pelaksana, pejabat yang
Fasilitas! menangani bidang hukum,
Penyelesaian pejabat fungsional, serta
Sengketa Informasi [pelaksana yang sesuai
dengan kebutuhan
3 [Menganalisis dan membuat 4 (1) Berkas pengajuan t4hari |Pertimbangan

pertimbangan tertulis terkait sengketa
informasi yang dihadapi

keberatan informasi;
(2) Keputusan Tim
Fasilitasi Penyelesaian
Sengketa Informasi

tertulis terhadap
sengketa informasi




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pemohon Atasan PPID )
Inforaiast Polaksaiia Tim Fasilitasi Kelengkapan Waktu Output
~—

4 |Membuat tanggapan atas keberatan Pertimbangan tertulis 3 hari Tanggapan atas
informasi untuk diberikan kepada ¥ terhadap sengketa keberatan informasi
Pemohon Informasi informasi

~§——

5 |Melakukan prosedur ajudikasi Tanggapan atas 3 hari Surat pengajuan

penyelesaian sengketa informasi ke keberatan informasi ajudikasi

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan
Tengah apabila Pemohon Informasi
tidak puas terhadap tanggapan atas
keberatan yang diberikan oleh Atasan
PPID.

i embi
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PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/26/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disahian Oleh Provinsi Kalimantan Tengah
SoP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI  PUBLIK  YANG
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP DIKECUALIKAN

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14

- Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
" Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
* Informasi Publik

5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
" Pelayanan Informasi Publik

6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang
" Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

2 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan
1. SOP Keberatan Pelayanan Informasi Publik
SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik dan Penetapan Daftar Informasi Publik
" yang Dikecualikan

Peringatan

1. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik
2. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan

Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Informasi Publik yang Dikecualikan di Setiap Sub Unit Kerja

2. ATK

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan
baik

Arsip Dokumentasi Informasi Publik yang Dikecualikan




Pelaksana

Mutu Baku

Admin Pelaksana

No Kegiatan Bidang Keterangan
Admin PPID Dokinnentast dais Kelengkapan Waktu Output
Arsip
1 |Mengumpulkan informasi publik yang sudah Keputusan Penetapan 3 hari Dokumen informasi -
ditetapkan  sebagai  informasi  yang Informasi yang publik yang
dikecualikan dari setiap sub unit kerja ‘ ’ Dikecualikan dikecualikan
beserta lembar pertimbangan uji
konsekuensi
2 |Mengklasifikasikan informasi yang Dokumen informasi 1 hari Dokumen informasi -
dikecualikan berdasarkan jangka waktu 1 publik yang publik yang
pengecualian informasi dikecualikan dikecualikan yang telah
disusun sesuai jangka
—— .
waktu penyimpanan
3 |Mengarsipkan dokumen informasi yang Dokumen informasi 1 hari Arsip dokumen -
dikecualikan berdasarkan urutan jangka v publik yang informasi publik yang
waktu penyimpanan dikecualikan yang dikecualikan

telah disusun sesuai
jangka waktu
penyimpanan

ik

‘.3‘:* s
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PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/27/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

DRcaiTaR Oteh Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

t.
2.
3.
4.

5.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan

& Informasi Publik
9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
" Pelayanan Informasi Publik
10 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang
" Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah
Keterkaitan

Peringatan
Apabila pelayanan permohonan informasi publik tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka
pemohon informasi tidak terlayani dengan baik

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

Nama SOP PENYANDANG DISABILITAS

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui dan memahami standar layanan informasi publik
2. Mengetahui dan memahami pengelolaan pelayanan informasi

Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Daftar Informasi Publik
2. Komputer dan Jaringan Internet
3. Printer
4, Alat Tulis Kantor

Pencatatan dan Pendataan

Arsip pelayanan permohonan informasi publik

PUBLIK

BAGI




Pelaksana Mutu Baku
o e searangan
Registrasi/Petugas | PPID Pelaksana Kelengkapan Waktu Qutput
Penyandang Desk (Penanggung Jawab
Disabilitas Pembuat [nformasi)

1 |Menyampaikan permohonan informasi ATK, Formulir 15 menit Lembar formulir Petugas akan
yang dibutuhkan baik secara langsung ( \: Permintaan Informasi yang terisi dan membantu proses
atau tidak langsung (melalwi ,._J Publik, dan fotocopy/scan permohonan
website PPID, Whatsapp, email, media Fotecopy/Scan identitas diri informasi bagi
sosial, ataupun mengirimkan surat identitas diri dari penyandang
permohonan via pos) pemohon informasi disabilitas, mulai dari

pengisian formulir
hingga selesai

2 [Melakukan registrasi berkas Ya Lembar formulir yang 10 menit Registrasi
permohonan  informasi  publik.  Jika terisi dan permohonan
informasi yang diminta telah termasuk ) 4 fotocopy/scan informasi publik
dalam DIP atau sudah terdapat di identitas diri
website PPID, maka informasi dapat
langsung diberikan kepada pemchon
informasi penyandang disabilitas atau Tidak
dapat diunduh langsung oleh pemohon
informasi. Jika informasi yang diminta
belum termasuk dalam DIP, maka berkas
permohonan disampaikan kepada PPID
Pelaksana

3 |Melakukan komunikasi dengan Bidang Registrasi 15 menit Lapaoran progress -
yvang menguasai informasi 4 permchonan permintaan

informasi publik

informasi publik




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan ::I ef::‘r‘::l::; Petugas Kep:‘l::‘::i:;i/fub Keterangan
Penyandang Registr;seis/:etugas PPID Pelaksana (Penanggung Jawab Kelengkapan Waktu Output
Disabilitas Pembuat Informasi)
4 |Menyiapkan informasi publik yang 1 Laporan progress 10 hari kerja sejak|Informasi publik
diminta permintaan informasi | permohonan |yang disiapkan
publik informasi
@ diterima oleh
5 |Memberikan informasi publik d Informasi publik yang 10 menit Informasi publik

-

disiapkan

yang diminta oleh
pemohon informasi

I

AWAN,51P., M.IP
bifia Btama Muda

SRE_NIP 197005142006041010




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/28/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

D v Provinsi Kalimantan Tengah

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satu
Data Indonesia Tingkat Daerah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

Keterkaitan

Peringatan
Apabila penginputan data tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka data yang dihasilkan
tidak dapat dipublish ke dalam aplikasi SIDARA

Nama SOP PENGINPUTAN DATA PADA APLIKASI SIDARA

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui dan memahami pengelolaan pelayanan informasi
2. Mengetahui dan memahami pengelolaan aplikasi SIDARA

Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Data Sektoral

2. Komputer dan Jaringan Internet
3. Printer

4. Alat Tulis Kantor
Pencatatan dan Pendataan

Data yang terinput pada aplikasi SIDARA




Pelaksana Mutu Baku
= Kepala Bidang/
Mo Keglatan Operator Data Operator Data Sekretaris Keg::;:::::g/ Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Provinsi Kabupaten/Kota Dinas PMD Dinas PMD Provinsi &
Kabupaten/Kota
1 |Menyampaikan format/template  excel Format/template excel 10 menit Format/template
permintaan data sektoral ( ) excel yang telah
dikirimkan
2 |Menginput data-data sektoral ke dalam Format/template excel 60 menit Format/template
format/template excel yang telah diberikan yang telah dikirimkan excel yang telah
¥ diinput dengan data-
" data sektoral
t Tidak
3 |Melakukan verifikasi terhadap data yang Format/template excel 3 hari kerja  [Data-data sektoral -
telah diinput. yang telah diinput yang telah diverifikasi
- dengan data-data di tingkat
sektoral kabupaten/kota
4 |Meneruskan data kepada pimpinan untuk ¥ Ya Data-data sektoral 10 menit Data-data sektoral
diverifikasi L yang telah diverifikasi yang telah diverifikasi
= di tingkat di tingkat
T Tidak kabupaten/kota kabupaten/kota
5 |Memeriksa data sebelum dipublish ke dalam Data-data sektoral 3 hari kerja  [Data-data sektoral
aplikasi SIDARA yang telah diverifikasi yang telah diverifikasi
> di tingkat di tingkat provinsi
kabupaten/kota
6 |Melakukan publish data Data-data sektoral 30 menit Data sektoral yang
X Ya yang telah diverifikasi telah dipublish
o di tingkat provinsi




Nomor SOP SOP/PROG/01/DPMDes/2025

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disahkan Oleh
sankan Ui Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM / SEKRETARIAT Nama SOP PENYUSUNAN RENSTRA

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1. Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Renstra SOPD

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang| 2. Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program
Perencanaan Daerah Provinsi Kalteng

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2021-2026

4, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat

Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen RPIMD
2. DPA SOPD
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Rentra SOPD akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas|Rumusan Program, kegiatan dan target untuk periode lima tahun kedepan
pokok dan fungsi SOPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Apabila tidak
dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renstra SOPD ini tidak akan
berjalan lancar




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Sekretaris Ketua Tim Penyusun Bahan Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
Laporan

Memerintahkan penyusunan  Dokumen Nota dinas, Disposisi . . -

! Renstra Dinas PMD surat 15 Menit | Disposisi surat
t

Membuat format pengumpulan data dan Forma

. . - . . . penyusunan
Z [informasi rencana strategi lima tahunan Disposisi surat 1 Hari -

. . . . . Dokumen Renstra
dari masing-masing bidang dan sekretariat
SOPD
Menyampaikan format pengumpulan data ‘ Format penyusunan Format
" . . penyusunan
3 [dan informasi renstra lima tahunan kepada Dokumen Renstra 3 Hari -
. . . . Dokumen Renstra
masing-masing bidang dan sekretariat SOPD
SOPD
\ 4

Menghimpun format data dan informasi Format penyusunan
4 |renstra lima tahunan dari masing-masing Tida > Dokumen Renstra 120 Menit |Draft Renstra SOPD -

bidang dan sekretariat $ SOPD

lisi . f ol 'rld N ‘

5 |Menganalisis data dan informasi renstra > . Draft Renstra SOPD | 30 Menit |Draft Renstra SOPD -

yang telah terkumpul v

Mencermati dan memverifikasi data dan Ya Draft Renstra SOPD
6 informasi renstr'a yang telah terkumpul Draft Renstra SOPD 30 Menit ye.mg sud?h )

dan menyampaikannya Kkepada Kepala dikoreksi

Dinas untuk memintakan persetujuan Ya Sekretaris

y

Penandatanganan  dokumen rencana Draft Renstra SOPD SR:;:I:ra SOPD yang

7 |strategi lima tahunan Dinas PMD ocleh yang sudah dikoreksi| 15 Menit -

Kepala Dinas

Sekretaris

ditandatangani
Kepala Dinas




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Sekretaris Ketua Tim Pouyumas Bakus Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Laporan
Y Renstra SOPD yang
8 Pemb.uatan surat pengantar pengiriman Sl'jdah . 16 Menit |Surat pengantar
sekaligus penomoran surat ® ditandatangani
Kepala Dinas
v
Dok i
9 lp::gfa: d:a: Dino upn;de; TENGINY, | SUACE Surat pengantar 1 Hari Renstra SOPD .
a tahuna as *
Terkait SOP
o on L 4
Pengiriman dokumen rencana strategi lima Pengelolaan
10 [tahunan Dinas PMD ke BAPPEDA dan ‘ ' Renstra SOPD 30 Menit |Renstra SOPD Surat
pengarsipan Keluar/Naskah
Dinas

A

T

_b /
WAN; SIP., M.IP
\= /
‘Ut;_ma Muda
97005142006041010

KenaléBinq._;_Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
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PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/PROG/02/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disahkan Oleh
isankan e Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 tahun 2007 tentang
Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021-2026

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan

Peringatan

Proses penyusunan Rencana Kerja tahunan harus dibuat sesuai, terjadwal dan tepat
waktu sebab apabila terlambat akan menghambat kegiatan bidang secara
keseluruhan

Nama SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui aturan dan regulasi tentang pedoman penyusunan program
2. Memahami langkah penyusunan program

Peralatan/Perlengkapan
DPA SKPD
2. Restra
3. Komputer, Printer, Internet
4, Alat Tulis Kantor

Pencatatan dan Pendataan
Dokumen RENJA




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pengumpul dan Keterangan
Ketua Tim Sekretaris Pengolah Data Kelengkapan Waktu Output
Laporan
Membuat surat pemberitahuan kepada semua Surat yang telah dibuat
1 |bidang untuk menyusun kegiatan sesuai dengan dan ditandatangani oleh 3 hari Draft dalam bentuk surat -
Tupoksi masing-masing kepala SOPD
Menghimpun semua usulan kegiatan yang disusun D.afta.r usula:.lyang telah ; Dra.ft usilan ;.Jrogram.
2 . diterima dari masing- 2 hari kegiatan masing-masing -
oleh semua seksi ; ; .
? masing bidang bidang
Y Daftar usulan/berkas Draft usulan yang siap
Meneliti kembali draft rencana kerja tahunan yang _ ; ; e
3 . . . A diteliti kembali usulan 5 hari diajukan kepada kepala -
telah disusun oleh masing-masing bidang Behiir s il SOPD
_T_..
v‘ Membuat kompilasi dari MGk L doku.men faci
- . . : setelah melalui tahapan
Mengkompilasi semua kegiatan yang telah disusun semua bidang untuk PR ——
4 |untuk dibuat dalam bentuk buku dan sebagai salah dijadikan satu buah 5 hari PRy p -
pada pencetakan yang
satu dokumen buku dalam bentuk ' .
Soiamn sudah ditanda tangani oleh
okume kepala SOPD
\ 4 Mengirim dokumen
5 Menyampaikan rencana kerja yang ditanda tangani kepada instansi terkait 1 hari Mengirim dokumen kepada )
oleh kepala SOPD kepada instansi terkait DPRD, BAPEDDA, Biro instansi terkait
-1 Keuangan
4 Senusmating Menyampaikan dokumen
Mendistribusikan dokumen rencana kerja kepada yamp RENJA kepada semua
. . . . dokumen kepada . ) . ;
6 |[semua seksi sebagai pegangan masing-masing . 7 . 1 hari bidang dan menyimpan di -
seksi masing:masing bidang bagian perencanaan
di lingkup Dinas PMD i
sebagai arsip

“@g/iiii}qntan Tengah,

fama Muda
P-197005142006041010

a-};‘-pings Pemberdayaan Masyarakat dan Desa




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/PROG/03/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

i |
Dasahian Oleb Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Perencanaan Daerah Provinsi Kalteng

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021-2026

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan

3

Peringatan

Proses penyusunan Lakip dilakukan setiap 1 tahun sekali pada awal tahun anggaran
dengan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran sebelumnya yakni
Lakip tahun 2024 disusun pada awal tahun 2025, ini bertujuan untuk mengetahui
kegiatan tahun lalu sebagai bahan evaluasi yang akan datang

PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

Hame 20F PEMERINTAH (LAKIP)

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui aturan tentang penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja pemerintah
2. Untuk mengetahui proses dan prosedur penyusunan Lakip

Peralatan/Perlengkapan

1. Renstra

2. Renja

3. Komputer, Printer, Internet

4. Alat Tulis Kantor

Pencatatan dan Pendataan

Pembuatan laporan akuntanbilitas kinerja pemerintah dilaksanakan dari penyusunan laporan awal
sampai akhir kegiatan program




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Pengumpul dan Keterangan
Penyusunan Sekretaris Pengolah Data Kelengkapan Waktu Output
Program Laporan
. » . Draft dalam bentuk
1 Mer?yusun rei(a‘pltula.sl program pada Dinas PMD dan DPA, RKA Kegiatan 3 hari |dokumen dari masing- -
kegiatan yang dilaksanakan . .
masing kegiatan
L 4
fi t t k tuk
Membuat pengantar yang diketahui oleh Kepala Dinas/ Draft dalam b_en u‘f . SE".a onsep unt
2 dokumen dari masing- lhari |diajukan kepada Kepala -
Kepala SOPD ) . .
T masing kegiatan Dinas
Membuat ringkasan eksekutif yang dibuat oleh staf| 4 Membuat konsep
; . Surat konsep untuk . i
pelaksana yang kemudian diajukan kepada Kasubbag . . ringkasan Lakip untuk
3 - g diajukan kepada Kepala 2 hari L . -
penvusunan program dan kemudian dilanjutkan ke Dinas diajukan sebagai draft
Kasubbag dan Kepala SOPD ' perencanaan
. J Membuat konsep
Menyusun daftar isi sesuai dengan visi dan misi serta ringkasan Lakip untuk . |Menyusun daftar isi
4 - S - 1 hari -
program kegiatan ® diajukan sebagai draft berdasarkan urutan
perencanaan
Membuat Lakip berdasarkan urutan bab, mulai dari
1. Visi dan misi 1
2. Tujuan Menyusun daftar isi . |Membuat draft laporan
5 |3. Sasaran 4 hari ) -
N berdasarkan urutan sesuai dengan urutan
4. Kebijakan ®
5. Program
6. Rencana Kerja
Capaian kinerja Membuat laporan
1. Aspek keuangan A 4 )
- N berdasarkan urutan mulai
2. Analisis pengukuran kinerja Membuat draft laporan . )
6 , g . 4 hari  |dariaspek keuangan s/d -
3. Indikator kinerja utama (IKU) sesuai dengan urutan .
. & strategi pemecahan

4, Permasalahan
5. Strategi pemecahan masalah

masalah




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Pengumpul dan Keterangan
Penyusunan Sekretaris Pengolah Data Kelengkapan Waktu Output
Program Laporan
v Membuat laporan
; berdz‘isarlsan urutan , Membuat kesimpulan dan
7 |Kesimpulan dan saran mulai dari aspek 1 hari - -
keuangan s/d strategi
L___== pemecahan masalah
¥
Mencetak d_an menggant'jakan Lak]P kogads rsermea Membuat kesimpulan . |Mencetak dokumen Lakip
8 |SOPD terkait Bappeda, Biro Ortal, Biro keuangan dan 1 hari =
dan saran dan menggandakannya
Inspektorat 2 ¢
A 4 Mengarsipkan dokumen
. : i dok
o |penpsrsipion dokamentidiy Mencetak dokumen Lakip ik La!up sebagai dokumen
dan menggandakannya kaitan yang sewaktu-
waktu dapat diperlukan

la Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

_ 1 Nomor SOP SOP/PROG/04/DPMDes/2025

Disalikih Oleh Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM / SEKRETARIAT Nama SOP PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1. Memahami dasar hukum sebagai acuan dan pedoman untuk menyusun DPA SKPD

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang| 2. Mengetahui proses dan tahapan penyusunan DPA SKPD
Perencanaan Daerah Provinsi Kalteng

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2021-2026
4, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat

Daerah
1. Renstra
2. Renja
3. Komputer, Printer, Internet
4, Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Proses penyusunan DPA SKPD yang disusun setiap akhir tahun tidak sesuai SOP.|Dokumen RKA SKPD
Maka proses penyusunan tersebut tidak mencapai hasil yang maksimal




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Sekretaris Ketua Tim Penyusun Bahan Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Laporan
Memerintahkan penyusunan Dokumen . . |Mengumpulkan RKA i
! Pelaksanaan Anggaran {DPA) Q Nota dinas 15 Menit SKPD
L 4
Menyiapkan dokumen rencana kerja anggaran Draft aliran kas DPA
2 |{RKA) dan memerintahkan Penyusun Bahan gfllfpngumpulkan RKA 1 Hari masing-masing -
Laporan untuk membuat aliran kas T Bidang/Sekretariat
Melakukan  penyesuaian RKA  sekaligus ‘ Draft aliran kas DPA Draft aliran kas DPA
3 |menghimpun aliran kas dari masing-masing masing-masing 3 Hari masing-masing -
bidang/sekretariat )= Bidang/Sekretariat Bidang/Sekretariat
L
Membuat draft Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tidak - Draf.t aliran !{as DPA . Konsep Dokumen
4 (DPA) » masing-masing 120 Menit |Pelaksanaan -
. 4 Bidang/Sekretariat Anggaran (DPA)
Dokumen
Tidak A Pelaksanaan
Mengoreksi konsep Dokumen Pelaksanaan > < Konsep Dokumen .. |Anggaran {DPA} yang
5 Pelaksanaan Anggaran| 30 Menit . .
Anggaran (DPA) sudah dikoreksi
{DPA)
Kasubbag
Penyusunan Program
Mencermati dan  memverifikasi  konsep Y Dokumen Dokumen
Dokumen Pelaksanaan Anggaran [DPA) dan " a Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan
6 |menyampaikan Dokumen Rencana Kerja - {DPA) yang sudah 30 Menit  |Anggaran (DPA) yang -
Anggaran (RKA) kepada Kaban untuk dikoreksi Kasubbag sudah dikoreksi
memintakan persetujuan Ya Penyusunan Program Sekretaris




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Sekretaris Ketua Tim Penyl‘::l::_::h“ Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
" Dokumen Rencana Kerja
7 Penandatanganan dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Anggaran 15 Menit Anggaran (RKA) yang
Anggaran (RKA) oleh Kepala Dinas (DPA) yang sudah sudah ditandatangani
r dikoreksi Sekretaris Kepala Dinas
Menerima DPA yang sudah d}ta‘mdatangam + ———
kemudian digandakan dan didistribusikan
: ; ; . Anggaran (RKA) yang .. |Dokumen DPA
8 |kepada masing maisng Bidang/Sekretariat ; > | 15 Menit
) sudah ditandatangani sementara
sebagai bahan rapat bersama DPRD setelah Kebala Ding
berkonsultasi ke BAPPEDA i
ikuti 5 ;
Meng kutll pemb:.ahasan dengan DPRD .]Ika a.da. Hiokuosen DP& yang
penyesuaian dari DPRD akan segera diperbaiki Dokumen DPA . .
9 ; ; - o 1Hari |sudah disahkan di
dan jika tidak maka langsung ditindak lanjuti sementara
. DPRD
untuk dilaksanakan
Menugaskan Penyusun Bahan Laporan untuk l Dokumen DPA yang
10 |perbaikan penyesuaian dari DPRD kemudian sudah disahkan di 1 Hari DPA SKPD final
dibagikan dan disimpan sebagai arsip T DPRD
11 Melakukan perbaikan, mendistribusikan dan DPA SKPD final 1 Hari DPA SKPD

menyimpan DPA sebagai arsip

ltm\antanTengah,

$,197005142006041010

wala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/PROG/05/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Di leh
ik Ehe Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Perencanaan Daerah Provinsi Kalteng

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021-2026

3.

4, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan

1. Terkait SOP Pengelolaan Surat Keluar/Naskah Dinas

Peringatan
Proses penyusunan RKA SKPD yang disusun setiap akhir tahun tidak sesuai SOP.
Maka proses penyusunan tersebut tidak mencapai hasil yang maksimal

Nama SOP PENYUSUNAN RKA SKPD

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami dasar hukum sebagai acuan dan pedoman untuk menyusun RKA SKPD
2. Mengetahui proses dan tahapan penyusunan RKA SKPD

Peralatan/Perlengkapan
1. Renstra
2. Renja
3. Komputer, Printer, Internet
4. Alat Tulis Kantor

Pencatatan dan Pendataan
Dokumen RKA SKPD




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
B.
Sekretaris Ketua Tim Penyusun Bahan Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Laporan
Memerintahkan penyusunan Rencana . .. |Penyusunan RKA
! Kerja Anggaran (RKA} Nota dinas 15 Menit SKPD
Memerintahkah Penyusun Bahan -
Laporan unyuk membuat . formai-: Penyusunan RKA . Draft format pengisian
2 |pengumpulan data dan informasi SKPD 30 Menit RKA -
Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari T
masing-masing bidang dan sekretariat
L
Menghimpun semua usulan berdasarkan - Usulan masing-masing
. Draft format pengisian . ) .
3 |pagu anggaran yang tersedia pada 3 Hari Bidang/ Sekretariat -
. X . . RKA )
masing-masing bidang/sekretariat T terkait rancangan RKA
| Usulan masing-masing
Menyusun dan meneliti kembali usulan Usulan masing-masing Bidang/ Sekretariat
4 |yang telah disampaikan agar tidak ada Bidang/ Sekretariat 1 Hari terkait rancangan RKA -
usulan yang tertinggal dan keliru terkait rancangan RKA yang sudah
diverifikasi
Usulan masing-masing
Membuat konsep Rencana Kerja > B1dan.g/ Sekretariat . Konsep Rencana Kerja
5 Anggaran (RKA) v terkait rancangan RKA| 30 Menit Anggaran (RKA) -
88 Tidak o yang sudah B8
diverifikasi
A Rencana Kerja
A RKA
Mengoreksi konsep Dokumen Rencana Tidak x> < Konsep Rencana Kerja . nggara.n( ?yang
6 Kerja Anggaran (RKA) v « Anggaran (RKA) 120 Menit |sudah dikoreksi -
1a Angs \/ B8 Kasubbag Penyusunan
Program
Mencermati dan memverifikasi konsep Rencana Kerja Rencana Keria
Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Ya Anggaran (RKA) yang Anggaran (Ri(A] an
7 {dan menyampaikan Dokumen Rencana < sudah dikoreksi 120 Menit Egara ; yang -
; sudah dikoreksi
Kerja Anggaran (RKA) kepada Kaban Kasubbag Penyusunan .
: . Sekretaris
untuk memintakan persetujuan Program




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Sekretaris Ketua Tim Fenyusen Batan Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Laporan
15 Rencana Kerja Rencana Kerja
8 Penandatanganan dokumen Rencana Anggaran (RKA) yang 30 Menit Anggaran (RKA) yang )
Kerja Anggaran (RKA) oleh Kepala Dinas sudah dikoreksi sudah ditandatangani
Y Sekretaris Kepala Dinas
L Rencana Kerja Surat pengantar
Pembuatan surat pengantar pengiriman Anggaran (RKA) yang . peng .
9 . ) i 15 Menit [Rencana Kerja -
sekaligus penomoran surat sudah ditandatangani
— Anggaran (RKA)
Kepala Dinas
v
Penggandaan Dokumen Rencana Kerja Surat pengantar Penggandaan dan
10 |Anggaran (RKA) dan mengarsipak Rencana Kerja 1 Hari pengarsipan dokumen -
dokumen Anggaran (RKA) RKA
4 Terkait SOP
Pengiriman dokumen Rencana Kerja Penggandaan dan Surat pengantar, Pengelolaan
11 |Anggaran (RKA) Dinas PMD Prov. ‘ ’ pengarsipan dokumen | 30 Menit |Dokumen RKA Dinas Surat

Kalteng ke Instansi terkait

RKA

PMD Prov. Kalteng

Keluar/Naskah

Dinas




Nomor SOP SOP/PROG/06/DPMDes/2025

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

Disahkan Oleh

SEKRETARIAT Nama SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

. : - 1. Mengetahui tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Dinas
; P |

P 0. 50 Tahun 2006 teatang St Pengencaion Isterm Pemesinah (REIF) 2. Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPIJM) Pemerintah daerah secara keseluruhan
2. PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Administrasi Pemerintahan; keseluruhan dan penjabarannya melalui RENSTRA OPD

Pemerintahan Daerah
3, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi| 3 Memahami Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi AKIP

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah

4, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kineria Instansi Pemerintah

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pembuatan LKIP 1. RPIMD Prov. Kalimantan Tengah
2. RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila proses Pengumpulan Data Kinerja tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka
Penyusunan LKIP tidak akan terlaksana




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ketua Tim Keterangan
Kepala Dinas Sekretaris - S——— Kepala Bidang Kelengkapan Waktu Output
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa . Disposisi
1 |Provinsi Kalimantan  Tengah  memerintahkan ’ s 5 menit . POSIS
N Disposisi Pimpinan
Pengumpulan Data Kinerja
Membuat format pengumpulan data dan informasi dari Dokumen
2 |masing-masing Bidang dan  Sekretariat dan Dokumen 5 menit |format data
disampaikan kepada Ketua Tim Perencanaan kinerja
v
Mleny.ampalkan formfat permfntaan data da'm informasi  Pokumandats
3 |kinerja kepada masing-masing Kepala Bidang untuk Dokumen 10 menit
i " | — kinerja
Pengisian Data Kinerja
Menghimpun data dan informasi kinerja dari masing-
4 |masing Kepala Bidang dan menyampaikan kepada < Dokumen 480 menit E.okuTnendata
) I inerja
Sekretaris
Menghimpun data dan informasi kinerja dari Ketua Tim |
Perencanaan yang telah terkumpul dan data kinerja .
dan menyampaikan hasil Pengumpulan Data Kinerja t .. |Dokumen data
» kepada Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PREIHEAR Sonma kinerja
Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan
Pengukuran Kinerja
L2
6 |Menerima Laporan hasil Pengumpulan Data Kinerja Dokumen 15 menit Eiztl:;:en dath #




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP

SOP/PROG/07/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan

12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

12 Februari 2025

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

SEKRETARIAT

Dasar Hukum
1 PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2. PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan

1. SOP Pembuatan LKIP

Penyusunan LKIP tidak akan terlaksana

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana

PENGUKURAN KINERJA

Mengetahui tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Dinas

Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah daerah secara

keseluruhan dan Administrasi Pemerintahan; keseluruhan dan penjabarannya melalui

RENSTRA OPD
Memahami Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi AKIP

Peralatan/Perlengkapan
. RPIMD Prov. Kalimantan Tengah
2. RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila proses Pengumpulan Data Kinerja tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka




Pelaksana Mutu Baku
N Kegiata Ki an
o egiatan " et Thus ) eterang
Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kelengkapan Waktu Output
Perencanaan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Kalimantan Tengah s x .. |Disposisi
! memerintahkan Penyusunan Pengukuran BisposisiSurat | 40 Menit Pimpinan
Kinerja
\ 4 Dok
Mengundang Kepala Dinas dan Kepala Format viumen
y . |Format
2 |Bidang untuk rapat pembahasan pengukuran Pengukuran 1 Hari
R A Pengukuran
kinerja Kinerja L
Kinerja
r 4 f
Draft Draft
3 r!:’d:rllaﬁﬁ::z:a;iner‘a rapat pembahasan Pengukuran 120 Menit |Pengukuran -
g ) 1 1 . [ Kinerja Kinerja
- ; ; Dokumen
Menganalisis data dan informasi Pengukuran .
4 U E——— Dokumen 1Hari [Pengukuran -
rja yang P J Kinerja
Mengoreksi konsep dokumen Pengukuran Dolkiirgan
5 3 g? P n & Dokumen 30 Menit |Pengukuran
Kinerja Kinerja
—$
£ Dok
. okumen
6 M.enapdatangam dokumen  Pengukuran Dokumen 15 Menit |Pengukuran )
Kinerja roinl
t Kinerja
* Dok
: okumen
7 Pengganciaan ) dax_1 Fengarspan doknmien Dokumen 10 Menit |Pengukuran -
Pengukuran Kinerja Kinaria

tan Tengah,

YAWAN, S.AP., M.IP
mbina{Jtama Muda

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ersi\”




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/KEU/01/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi N

Tanggal Pengesahan 12 ﬁgruari 2025

Disahkan Oleh “ofKe inas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
| // ,PLO‘[',Q% m?ntan Tengah,
T f, | 7 |

/ "
Z{AWAN, S.IP., M.IP
) V('._f,.lta"ma Muda

1P 197005142006041010

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan
Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)

Peringatan
Prosedur ini berlaku setelah pemberkasan arsip Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sampai
dengan penempatan arsip sesuai klasifikasinya.

PENGARSIPAN DOKUMEN SURAT

Nama SOP
PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)

Kualifikasi Pelaksana
1. Petugas mengklasifikasikan (jenis, bulan dan tahun) SPJ yang akan diarsipkan

2. Memasukkan SPJ ke dalam odner arsip SP], menurut klasifikasinya

Peralatan/Perlengkapan
Personal komputer/ laptop dan peralatan pendukung pengarsipan

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan sebagai dokumen manual pengarsipan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

v

Mulai

Petugas mengklasifikasikan (jenis, bulan dan tahun) SPJ
yang akan diarsipkan

Masukan SPJ ke dalam odner arsip
SPJ, menurut klasifikasinya

A 4

Selesai

Pihak Terkait

Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara dan Verifikator Keuangan



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/KEU/02/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disahkan Oleh Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT

Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2025

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Keterkaitan
SOP Laporan Fungsional

Peringatan
Jika Laporan Fungsional dan Laporan Administrasi tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka
mengganggu Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

PENYUSUNAN LAPORAN FUNGSIONAL DAN LAPORAN

Nama SOP ADMINISTRASI

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Penyusunan
Laporan Keuangan

2. Memiliki kemampuan dalam Laporan Keuangan, menganalisa data dan informasi
Laporan Keuangan
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Program aplikasi SIPD RI

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer/ laptop dan peralatan pendukung lainnya

2. Dokumen berupa laporan pengesahan SPJ, SPP dan SPM
3. SP2D dan dokumen menyangkut aset BKU

Pencatatan dan Pendataan

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual Dokumen
2. Dokumen Laporan Fungsional dan Laporan Administrasi




Pelaksana Mutu Baku -
g
No Kegiatan Kasubbag E
kretari la Di
sel)if:s $ Keuangan dan Bendahara Staf Kepa :: nas / Kelengkapan Waktu Output E
Aset / PPK
Memerintahkan Kasubbag Keuangan dan
1 |Asetuntuk menyusun Laporan Fungsional Disposisi Surat 5 Menit |Disposisi Surat -
dan Administratif
Menugaskan Bendahara untuk . 4
2 |menyiapkan Laporan Fungsional dan * Disposisi Surat 5 Menit |Disposisi Surat -
Administratif
3 . ~
Format Penyusunan Format Penyusunan
3 :’::gl;g:::g‘:::::lzf:g:;] ng Lagoran }— Laporan Fungsional dan 30 Menit |Laporan Fungsional dan -
g Administratif BKU Administratif BKU
Membuat konsep dan Laporan Fungsional FormazPenyiusan . Draf Laporan Fungsional dan
4 |dan Administratif Laporan Fungsional dan 3harl |\ iministratif .
Administratif BKU
s s A
5 gd:r?i":';:;ﬁiﬁ?g:’;?{::& dg:;;r;atif Draf Laporan Fungsional 1§t Draf Laporan Fungsional dan i
8 . dan Administratif ’ Administratif
Keuangan d
) 4
6 Memeriksa dan mengoreksi Laporan Draf Laporan Fungsional 30 Menit Draf Laporan Fungsional dan 3
Fungsional dan Administratif Administratif
7 Menandatangani dan mengesahkan Draf Laporan Fungsional 10 menit Draf Laporan Fungsional dan )
Laporan Fungsional dan Administratif dan Administratif Administratif

', JEARYAWAN:S
S Penibina Cl&mm na Muda
'NIP.197005142006041010

;.')a-‘

. JP. M.IP




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/KEU/03/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2025

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan

SOP Laporan Fungsional

Peringatan

Jika Laporan Keuangan Akhir Tahun tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mengganggu
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

Disahkan Oleh Provinsi Kalimantan Tengah
PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN, NERACA,
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT Nama SOP LAPORAN MUTASI ASET DAN CATATAN ATAS LAPORAN

KEUANGAN

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Penyusunan Laporan
Keuangan

2. Memiliki kemampuan dalam Laporan Keuangan, menganalisa data dan informasi
Laporan Keuangan

3. Memiliki kemampuan dalam menyusun laporan yang berkaitan dengan aset

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan Program aplikasi SIPD RI

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer/ laptop dan peralatan pendukung lainnya

2. Dokumen berupa laporan pengesahan SPJ, SPP dan SPM
3. SP2D dan dokumen menyangkut aset BKU

Pencatatan dan Pendataan
1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual Dokumen
2. Dokumen Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca,
Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan CaLK




Pelaksana Mutu Baku -
i)
3
No Kegiatan . Kasubbag
Kepala Dinas /| Sekretaris Keuangan dan | Bendahara Staf Kelengkapan Walktu Output GE
PA Dinas =
Aset / PPK
1 |Memerintahkan Kasubbag Keuangan
dan Aset untuk melaksanakan @l
penyusunan Laporan Keuangan Disposisi surat 5 menit |Disposisi surat -
Tahunan DPMDes
2 |Memerintahkan Bendahara untuk k4
menyiapkan data pendukung Laporan } Disposisi surat 1hari |Disposisisurat -
Keuangan Tahunan DMPDes |
3 [Mengumpulkan data pendukung r s Dok. SPP, SPM, SP2D,
Laporan Kevangan Tahunan DPMDes Lap Pengesahan, SP)
Disposist surat 2 jam B -
- Lap Aset dan
Persediaan
4 |Mengevaluasi data pendukung Laporan
Keuangan Tahunan dan menugaskan Dokumen SPP, SPM, Dokumen SPP, SPM,
staf  untuk  membuat Laporan SP2ZD, Laporan SP2D, Laporan
Keuangan Tahunan DPMDes * Pengesahan SP], 3jam |Pengesahan 3P|, -
$ Laporan Aset dan Laporan Aset dan
Persediaan Persediaan
5 ]Mclaksanakan penginputan Laporan Dokumen SPP. SPM
dan menyerahkannya kepada SP2D, Laporan Draf Laporan Keuangan
Kasubbag Keuangan dan Aset b I Pengesahan SPJ, 25hari |berupa LRA, Neraca, -
Laporan Aset dan LO, LPE dan CaLK
Persediaan
6 |Memeriksa konsep Laporan Keuangan Draft realisasi
Tahunan, memaraf dan N P Draft realisasi anggaran, anggaran
menyerahkannya ke  Sekretaris v - neraca Lap mutasi Aset 3jam | ea Li;p mutasi Aset -
DEMDes Tidak dan CALK dinas dan CALK dinas

(]




Pelaksana Mutu Baku -
g
No Kegiatan Kasubbag s
Kepal:;)lnas / Sell;li':lt:sﬂs Keuangan dan | Bendahara Staf Kelengkapan Waktu Output %
Aset / PPK =
: Ya
7 |Mengoreksi konsep dokumen Laporan _— Draft realisasi
Tahunan DPMDes Draft realisasi anggaran, anggaran,
- neraca Lap mutasi Aset | 30 menit ; =
dan CALK dinas neraca Lap mutasi Aset
Tidak an dan CALK dinas
8 |Memeriksa dan  menandatangani Dok lisasi
konsep dokumen Laporan Keuangan Draft realisasi anggaran, DN TORUSAR BEGRRTAR
o .. |LRA, Neraca Lap mutasi
Tahunan DPMDes < neraca Lap mutasi Aset | 10 menit Aset. LO. LPE dan CaLK =
Ya dan CALK dinas o

Dinas yang sah

; n_a"Ut_ama Muda

53
TA

AWAN; S.IP.,, M.IP
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PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/KEU/04/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

[isatian:Oleh Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT

Nama SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2025

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan
SOP Laporan Fungsional

Peringatan
Apabila proses penyusunan laporan tidak sesuai SOP, maka proses penyusunan laporan
akan terhambat

Kualifikasi Pelaksana
Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Penyusunan Laporan
Keuangan

2. Memiliki kemampuan dalam Laporan Keuangan, menganalisa data dan informasi
Laporan Keuangan

3. Memiliki kemampuan dalam menyusun laporan yang berkaitan dengan aset

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan Program aplikasi SIPD RI

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/ laptop dan peralatan pendukung lainnya
2. BKU

3. Rekap Realisasi Belanja

4. Rekap Rekening Koran Perbulan

Pencatatan dan Pendataan
1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Dokumen Laporan Keuangan Bulanan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Keterangan
Sekretaris Dinas| Keuangan dan Bendahara Staf Kelengkapan Waktu Output
Aset / PPK
1 [Memerintahkan Kasubbag Keuangan dan Aset
menyusun Laporan Keuangan ' > Disposisi Surat 5 Menit |Disposisi Surat
2 |Menugaskan Bendahara menghimpun data 4
buat
uikol et LaporRt Kengan Bulanan + Disposisi Surat 5 Menit |Disposisi Surat -
3 |Menghimpun data pendukung Laporan B ke I
Keuangan beserta staf } Disposisi Surat Shari [oo@ cukung laporan ;
keuangan
4 |Menginput dan membuat draf Lapora
Bip . e X BKU,  SPj  Bend.
Keuangan serta menyampaikan kembali p I Pai K dok
kepada Kasubbag Keuangan dan Aset engeluaramy Pajak, ) onsep okamen
Penutupan, pemeriksaan| 5hari |Laporan Keuangan -
dan rekonsiliasi Kas, serta Bulanan, BKU dan SP2D
1 Realisasi Keuangan.
5 [Memeriksa konsep dokumen Laporan , 3
memaraf dan menyerahkannya ke Sekretaris Tidak Konsep dokumen Dokumen Laporan
Dinas Laporan Keuangan| 3jam |Keuangan Bulanan, BKU
Bulanan, BKU dan SP2D dan SP2D
6 |Memeriksa dan menyetujui Konsep Dokumen
Laporan Keuangan Bulanan Dinas
p euang; Ya Dokumen Laporan  lpokumen Laporan
Keuangan Bulanan, BKU| 30 menit Keuangan Bulanan Dinas -
dan SP2D euang

Kalimantan Tengah,

ala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/KEU/05/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan |12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disahkan Oleh Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT

Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

1.
2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
Keterkaitan

1. SOP Bidang Umum dan Kepegawaian
2. SOP Bidang Perbendaharaan

Peringatan
Apabila penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai terlambat
dibuat, maka penerimaan gaji pegawai tidak bisa tepat waktu

Nama SOP PENGAJUAN PERUBAHAN GAJI PEGAWAIL

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Kepegawaian

2. Memiliki kemampuan membuat daftar gaji

3. Memiliki Integritas

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer/ laptop dan peralatan pendukung lainnya
2. Daftar Gaji ASN

3. Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan
Setiap Pegawai menandatangani daftar gaji sesuai nama pegawai setiap bulan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Keterangan
Karpciftlang Uomins Keuangan dan Bendahara Pambvint Sekretaris Kepald Dinss / Kelengkapan Waktu Output
dan Kepegawaian Daftar Gaji PA
Aset / PPK
1. |SK Kenaikan/Pemberhentian dari
Jabatan, SK Kenaikan Gaji Berkala,
SK Pensiun serta SK lainnya yang ) . .
mendasari  terjadinya kenaikan -5 Data Kepegawaian | 15 menit |Data Kepegawaian -
maupun pengurangan dalam
perhitungan pembayaran gaji
2. |Mendisposisi kepada Bendahara
untuk memproses berkas 4_ SK dan berkas. 5 menit |°F dan berkag .
perubahan gaji pegawai pendukung lainnya pendukung lainnya
3. |Bendahara membuat Register
pengajuan perubahan gaji pegawai
berdasarkan SK-SK dan berkas .
pendukung lainnya yang SK, Register
mengakibatkan terjadinya kenaikan N SK dan berkas s pengajuan
; A 1 jam i -
ataupun  pengurangan didalam pendukung lainnya perubahan gaji
perhitungan pembayaran gaji paling pegawai
lambat pada minggu terakhir bulan
sebelumnya vang dibantu oleh
Pembuat Daftar Gaji
4. |Register perubahan gaji ¥
ditandatangani oleh  Bendahara /
Pengelufaran dan diperiksa o SK, Register SK, Register
kesesuaiannya dengan SK yang pengajuan pengajuan
diajukan, kemudian diajukan ke " 30 menit . -
. perubahan gaji perubahan gaji
Kepala Sub Bagian Keuangan untuk pegawal pegawai
diverifikasi dan diteliti, dokumen :
perubahan  gaji diparaf oleh
Sekretaris
5. |Sekretaris Dinas menerima Register| SK, Register
dan berkas kelengkapan pengajuan SK, Register pengajuan
perubahan gaji pegawai DPMDes & pengajuan — perubahan gaji )
untuk tandatangani oleh Kepala perubahan gaji pegawai, Surat
Dinas dan disampaikan ke Bidang pegawai Pengantar

Perbendaharaan BKAD

perubahan gaji




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/KEU/06/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan |12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Disahkan Oleh Kepa_la _Dma_s Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT

Dasar Hukum
1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas
atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Keterkaitan

Peringatan
Jika penyusunan SPP LS Gaji tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mengganggu
pelaksanaan kegiatan

Nama SOP PENGAJUAN SPP-LS GAJI

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Kepegawaian
2. Memiliki kemampuan membuat daftar gaji

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer/ laptop dan peralatan pendukung lainnya
2. Daftar Gaji ASN
3. Form SPP dan SPM-LS Gaji

Pencatatan dan Pendataan
1. Tersimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Dokumen Daftar Gaji ASN
3. Dokumen SPP dan SPM-LS Gaiji




BKAD

Pelaksana Mutu Baku
i Keterangan
No ey Pembuat Daftar Bendahara Kasubibag Kepala Dinas / &
Gaji Pengeluaran Keuangan dan |Sekretaris Dinas PA Kelengkapan Waktu Output
8 Aset / PPK
1 |Membuat rincian data penerima gaji Terhimpunnya data
Data Kepegawaian 1 Hari pegawai untuk
® pengajuan gaji
2 |Membuat  SPP-LS  Gaji dan
ditandatangani o Daftar gaji pegawai, form ; ! ”
» SPP-LS Gaij 1jam Form SPP-LS Gaji
§
3 |Memverifikasikan SPP-LS Gaji ASN,
menguji  kelengkapannya  dan 5 i ) Terverifikasinya draf
menandatangani Drat 710 Gall Ljam epp g Gaji
4 |Membuat SPM-LS Gaji ASN dan 4
disampaikan kepada Sekretaris (R . Terssdtinya dolumsn
ch } SPP dan SPM-LS Gaji
5 |Memeriksa kesesuaian dokumen )
SPP dan SPM untuk ditandatangani N Tersedianya dokumen 1S fnenit dokumen pendukung
" SPP dan SPM-LS Gaji SPP dan SPM-LS Gaji
6 |Pengesahan dokumen SPP dan SPM-
LS Gaji ASN untuk disampaikan ke dokumen SPP dan SPM- _ |dokumen SPP dan SPM-
» 15 menit  |LS Gaji yang sudah -

LS Gaji

disahkan Kepala Dinas

=

N

g sﬂhhnkantan Tengah,
—

. nmww S.IP, M.IP
embina‘litama Muda
P, 197005142006041010



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/KEU/07/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan |12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disahian:Olen Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

1. Pperaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

4, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2025

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan

Peringatan

Jika pengajuan pencairan tidak dilaksanakan sesuai sop maka mengganggu proses
pencairan anggaran yang pada akhirnya akan mengganggu pelaksanaan kegiatan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Nama SOP PENGAJUAN PENCAIRAN KE BENDAHARA PENGELUARAN

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan Pencairan berdasarkan aplikasi SIPD RI
2. Mengetahui Arus Kas Per Triwulan
3. Memahami aplikasi SIPD RI

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/ laptop dan peralatan pendukung lainnya
Lembar kontrol/ lembar verifikasi pengajuan SPP-LS
Dokumen SPJ]
Form SPP-LS Barang dan Jasa
Daftar Standar Harga

Bl o

Pencatatan dan Pendataan
1. Disimpan sebagai data elektronik dan dokumen manual
2. Dokumen terdiri dari Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Keterangan
PPTK Bendahara Keuangan dan | Kepala Dinas / PA Kelengkapan Waktu Qutput
Aset / PPK
1 |Menyiapkan NPD, Nota, Kwitansi dan
Dokumen Pendukung Lainnya [ NPD. Nota. Kwitansi
} dan Dokumen 2 hari ng:f‘;?an
A Pendukung Lainnya
2 |Memeriksa kesesuaian NPD, Nota,
K\.\.ritansi dan Dokumen Pendukung NPD, Nota, Kwitansi Terperiksa
Lainnya Tidak dan Dokumen 15 Menit |Kelengkapan
Pendukung Lainnya Dokumen
3 |Memverifikasi NPD, Nota, Kwitansi dan <
Dokumen Pendukung Lainnya NPD, Nota, Kwitansi Terverifikasi
dan Dokumen 15 Menit |Kelengkapan
Tidak Pendukung Lainnya Dokumen
4 |Melaksanakan pengesahan dan
menyetujui NPD, Nota, Kwitansi Eaibnikaran
> dan Dokumen 15 Menit Dokurienp
Pendukung Lainnya disetujul
5. |Melaksanakan pembayaran
NPD, Nota, Kwitansi Ferlakeanayn
P dan Dokumen 30 menit g :é:lr):)l;i:rsr';‘unai -
Pendukung Lainnya (CMS)

la Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa




Nomor SOP SOP/KEU/07/DPMDes/2025

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

Disahkan Oleh

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT Nama SOP PEMBUATAN USULAN PENGHAPUSAN BMD

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas| 1. Memahami Proses dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman 2. Mengetahui dan mengerti peraturan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/ laprop dan peralatan pendukung lainnya
2. Formulir penghapusan BMD

3. Surat usulan penghapusan BMD

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila proses penghapusan BMD tidak sesuai SOP, maka pelaksanaan pendataan barang |Formulir penghapusan BMD
yang akan dihapus akan terhambat




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Sokretaris ) Keterangan
Pengelola Barang| Keuangan dan Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Wakitu Output
Aset
1 [Mengidentifikasi, merekap dan dan mengajukan ;
; Formulir usulan
form usulan penghapusan BMD Formulir usulan .
enghapiisan BMD 4 Hari  |penghapusan BMD yang -
5 telah diisi
2 [Mengevaluasi pengajuan usulan penghapusan % F I I ¢ I i
BMD, jika setuju akan ditindaklanjuti, jika tidak| Tidak o R _ [Formulirusufan
akan dikembalikan untuk diperbaiki % penghapusan BMD yang 30 Menit [penghapusan BMD yang -
telah diisi telah diverifikasi
3 |Melakukan pengadministrasian terhadap form ) . .
pengajuan usulan penghapusan BMD, B Formulir usulan } Formulir usulan
mendokumentasikan dan menyimpan barang di R penghapusan BMD yang 2 Hari penghapusan BMD yang
d telah diverifikasi telah diverifikasi
gudang
4 |Membuat surat usulan penghapusan BMD IRE Formulir usilai
. |Konsep surat usulan
- Tidak penghapusan BMD yang 60 Menit siighuisisan BMD -
-~ - | telah diverifikasi penghap
5 |Memeriksa dan  memaraf surat  usulan
penghapusan BMD R Konsep surat usulan 20 Menit Konsep surat usulan .
¥ penghapusan BMD penghapusan BMD
5 |Memeriksa dan  memaraf surat  usulan
penghapusan BMD Y Konsep surat usulan . |Konsep surat usulan )
a = penghapusan BMD RO RnE penghapusan BMD
Seee—
6 |Menandatangani surat usulan penghapusan BMD { Surat usulandan dokumen
/ Surat usulan 15 Menit penghapusan BMD yang )
penghapusan BMD telah ditandatangani
Kepala Dinas
7 |Menyerahkan surat usulan penghapusan BMD ke i Surat usulan dan Surat usulan dan
BKAD untuk ditindaklanjuti dokumen penghapusan dokumen penghapusan
BMD yang telah 60 Menit [BMD yang telah
ditandatangani Kepala ditandatangani Kepala
Dinas \ Dinas

5]
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Pemberdayaan Masyarakat dan Desa




Nomor SOP SOP/KEU/08/DPMDes/2025

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan |12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

Disahkan Oleh

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT Nama SOP PENGAJUAN PENCAIRAN KE BENDAHARA PENGELUARAN

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan| 1. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan Pencairan berdasarkan aplikasi SIPD RI
Keuangan Daerah. 2. Memahami Peraturan tentang Pengadaan Barang dan jasa

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas| 3. Memahami aplikasi SIPD RI
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2025

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/ laptop dan peralatan pendukung lainnya
2. Lembar kontrol/ lembar verifikasi pengajuan SPP-LS
3. Form SPP-LS Barang dan Jasa
4

Daftar Standar Harga
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika pengajuan SPP-LS tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka mengganggu proses pencairan | 1. Disimpan sebagai data elektronik dan dokumen manual
anggaran yang pada akhirnya akan mengganggu pelaksanaan kegiatan Dinas 2. Dokumen SPP-LS Barang dan Jasa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Keterangan
PPTK Bendahara Keuangan dan |Kepala Dinas / PA Kelengkapan Waktu Output
Aset / PPK
1 |Menyiapkan draf SPP-LS Barang dan Jasa
berdasarkan dokumen pendukung yang
ada lalu diserahkan ke bendahara untuk I. Tidak DPA, Standar 2 Hari Draf SPP Barang i
diverifikasi Harga dan Jasa
2 |Memverifikasi draf SPP-LS Barang dan
Jasa baik kelengkapan dan kesesuaian lalu
diserahkan ke Kasubbag Keuangan n Tidak Draf SPP Barang 15 Menit |Praf SPP Barang )
Ya —v = dan Jasa dan Jasa
3 |Memeriksa kesesuaian berkas SPP-LS
Barang dan Jasa lalu membuat SPM-LS Tersusunnya
Barang dan Jasa dan diserahkan kepada _ Draf SPP Barang 2Jam |Praf SPPdan -
Ke i > dan Jasa SPM-LS Barang
pala Dinas Ya
dan Jasa
4 |Memeriksa kesesuaian berkas SPP dan
SPM dan melakukan pengesahan selaku SPP dan SPM-LS
Pengguna Anggaran untuk kemudian = Draf SPP dan SPM 15 Menit Barang dan Jasa .
diajukan ke BKAD yang akan menerbitkan Barang dan Jasa 2 yang telah
SP2D disahkan

TN

; R\(@Yﬁwf S.IP., M.IP
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dpala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP

SOP/KEU/09/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan

12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

12 Februari 2025

Disahkan Qleh

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2025

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan

Peringatan
Jika Pengajuan SPP-UP/TU/GU tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mengganggu Proses
Pencairan Anggaran yang pada akhirnya akan mengganggu Pelaksanaan Kegiatan

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana

PENGAJUAN SPP-UP/TU/GU

1. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP GU dan SPM GU
2. Mengetahui dan mengerti DPA
3. Memahami aplikasi SIPD

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer/ laptop dan peralatan pendukung lainnya
Lembar kontrol/ lembar verifikasi pengajuan SPP-UP/TU/GU

2.
3. Dokumen SPJ]
4,

Form SPP dan SPM LS

Pencatatan dan Pendataan
1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual Dokumen
2. Dokumen SPP - UP/TU/GU




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Keterangan
Bendahara Keuangan dan |Sekretaris Dinas |Kepala Dinas / PA Kelengkapan Waktu Output
Aset / PPK
1 [Menyiapkan draf SPP-UP/TU/GU
dasark k duk :
:L:rg:;:r an dokumen pendukung secara ’ Form SPP- . Draf SPP-
PS UP/TU/GU o UP/TU/GU
Tidak
2 |Memverifikasikan draf SPP-UP/TU/GU serta
menguji kelengkapan dan menandatangani Terverifikasinya
18 Draf SPP-UP/TU/GU | 15 menit |draf SPP- -
\ UP/TU/GU
3 |Membuat SPM-UP/TU/GU berdasarkan SPP 4 Ya
dan menyampaikan kepada Sekretaris Dinas . Tersusunya SPM
untuk di periksa Draf SPM-UP/TU/GU| 1jam |dan SPP- ”
s 2 UP/TU/GU
4 |Sekretaris memeriksa kesesuaian berkas SPP
dan SPM UP/TU/GU » Dokumen SPM dan Dokumen SPM
v 10 menit |dan SPP- -
SPP-UP/TU/GU UP/TU/GU
5 |Kepala Dinas memeriksa kesesuaian berkas
SPM dan melakukan pengesahan selaku y
Pengguna Anggaran, untuk kemudian Dokumen SPM dan . SPMdan SPP-
dilanjutkan ke BKAD yang akan menerbitkan SPP-UP/TU/GU 15 menit |UP/TU/GU yang -
SP2D telah disahkan




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/KEU/10/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Cisahlain Cieh Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan

Peringatan
Apabila proses pembuatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) tidak sesuai SOP, maka
pelaksanaan pendataan barang Inventaris Ruangan akan terhambat

Nama SOP PEMBUATAN KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami Proses dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Mengetahui dan mengerti peraturan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer/ laprop dan peralatan pendukung lainnya
2. Kartu Kendali BMD

Pencatatan dan Pendataan
Kartu Inventaris Ruangan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pengelola Kasubbag Keterangan
Keuangan dan | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Barang Aset
1 |Mengumpulkan data barang pada setiap ruangan
dan memasukannya ke dalam form KIR untuk " Form KIR 3 Hari Data Barang i
disampaikan kepada Kasubbag Keuangan dan Aset - Tidak inventaris
a
2 |Mencermati, mengoreksi data barang yang Bt
disampaikan oleh Kasubag. Jika sudah benar Ya e : ata tar?ng
diajukan ke kepada Kepala Dinas untuk ; au targng 15 Menit '":e’;‘i‘;',s y 3:3 da -
ditandatangani sesuai format MIvERArS ?u e Klgnp PR
orm
3 |Kepala Dinas menandatangani format KIR setelah Data Barang
terlebih dahulu mengoreksi dan mencermati fventalE yatig Form KIR yang sudah
kebenaran barang yang ada dalam ruangan dengan sudah diinput pads 30 Menit diverifikasi -
yang ditulis dalam form KIR form KIR
4 [Menempatkan KIR yang sudah ditandatangani pada
dinding ruangan di tempat yang mudah dibaca dan » Form KIR yang 60 Menit  |KIR i
dilihat ' sudah diverifikasi
5 |Menyimpan dokumen KIR sebagai arsip internal Y
KIR 15 Menit  |KIR .
™~
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Nomor SOP SOP/BID.I/01/DPMDes/2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

i !
sahicn Qich Provinsi Kalimantan Tengah
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Nama SOP ;“Eiim"ﬂ RANCANGAN PERATURAN BUPATL TENTANG BATAS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman| 1. Mengetahui dan memahami petunjuk teknis verifikasi teknis penetapan dan penegasan batas
Penetapan dan Penegasan Batas Desa desa/kelurahan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan
Desa

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen regulasi dan petunjuk teknis verifikasi teknis penetapan dan penegasan batas

desa/kelurahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pelaksanaan fasilitasi rancangan peraturan bupati tentang batas desa|Draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Desa
tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan fasilitasi tidak dapat berjalan
sesuai yang diharapkan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pelaksana Ketua Tim Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Draft dokumen
peraturan bupati dan
Menerima surat masuk draft rancangan . berita acara BIG (Badan
; Alat Tulis Kantor P .
1 |peraturan bupati tentang penetapan dan 5Menit  |kesepakatan antar Informasi
(ATK) N
penegasan batas desa desa yang berbatasan| Geospasial)
langsung, & pertek
dari BIG
l Draft dokumen
\ 4 peraturan bupati dan
Melaksanakan fasilitasi dan evaluasi erita acars . Nota dinas hasil BlG (Badaln
2 . kesepakatan antar 7 Hari telaah rancangan Informasi
draft rancangan peraturan bupati : .
I desa yang berbatasan peraturan bupati Geospasial)
langsung, & pertek
dari BIG
Menyampaikan hasil telahaan Nota dinas hasil Pelaporan hasil
3 |rancangan peraturan bupati kepada > telaah rancangan 30 Menit |telaahan rancangan -
pimpinan peraturan bupati peraturan bupati
Memberikan persetujuan nota dinas L Pelaporan hasil .
X . |Nota dinas yang telah
4 |hasil telaahan rancangan peraturan telaahan rancangan 10 Menit ; - -
; ? ditandatangani
bupati 1| peraturan bupati
5 Menyampaikan draft rancangan Nota dinas yang telah IpMenit | Tandaterime surat

peraturan bupati ke Biro Hukum

ditandatangani

pala Dinas
erdayaan Masyarakat dan Desa
(Kalimantan Tengah,




Nomor SOP SOP/BID.1/02/DPMDes/2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Disahkan Oleh Kepgla _Dlnqs Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Nama SOP PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang 1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur
Administrasi Pemerintahan Desa pemerintahan desa

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Regulasi/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
2. Alat Tulis Kantor

3. Laptop/Personal Computer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa tidak|Laporan hasil pelaksanaan kegiatan
dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang
diharapkan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Paniti Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana 1ua Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Penyelenggara
Dok .
Menyusun  kebutuhan  peningkatan okumen . Rencana Kerja dan
1 ] Perencanaan 2 Hari -
kapasitas aparatur desa Rencana Anggaran
Anggaran
. Terkonfirmasinya
2 Menc‘arl tempat  penyelenggaraan Ker.angka Acuan 1 Hari tempat pelaksanaan )
pelatihan aparatur desa Kerja [KAK) kegiatan
1
¥ Terkonfirmasinya SK Panitia
3 |Membuat SK Panitia Penyelenggara tempat pelaksanaan 1 Hari Penvelengeara
kegiatan yelengg
) !
M nd Jatih SK Paniti. Rundown acara
4 enyusun rundown acara pelatihan anitia 3 Jam pelatihan aparatur }
aparatur desa I I Penyelenggara desa
1
Membuat usulan kontrak dengan L Rundown acara Kerangka Acuan
5 |[penyedia jasa tempat pelaksanaan pelatihan aparatur 1 Hari Kerja (KAK) -
kegiatan (hotel) | desa )
Membuat t anpeilan peserta y Rundown acara Surat pemanggilan
6 embu surat pemanggl P pelatihan aparatur 7 Hari peserta pelatihan dan -
pelatihan dan narasumber
desa narasumber
Rundown acara
! pelatihan aparatur Laporan persiapan
- . desa dan surat .
7 ]Mempersiapkan pelaksanaan pelatihan . 1 Hari pelaksanaan
pemanggilan peserta elatihan
pelatihan dan P
narasumber
v Rundown acara
a Melaksanakan pelatihan peningkatan pelatihan aparatur 3 Hari Laporan kegiatan )

kapasitas aparatur desa

desa dan dokumen
terkait lainnya




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Paniti Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana b Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Penyelenggara
‘ ' l 1 lah t
9 [Melaksanakan evaluasi pasca pelatihan Laporan kegiatan 1 Hari Join a_ Aparamr
terlatih
Melakanakan monitoring dan evaluasi ¥ A l o
. Jumlah aparatur ) Laporan monitoring
10 |penyelenggaraan pemerintahan desa : 3 Hari .
R : terlatih dan evaluasi
yang telah mengikuti pelatihan I I
Melaporkan kepada pimpinan hasil - Laporan monitorin, relabatE
11 P P pimp p 8 15 Menit |monitoring dan

monitoring dan evaluasi

dan evaluasi

evaluasi




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/BID.I/03/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

[ I
Disaian Qieh Provinsi Kalimantan Tengah

Dasar Hukum
1.

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah

Keterkaitan

Peringatan

Apabila Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak dapat berjalan sesuai
yang diharapkan

Nama SOP PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang pelaksanaan pelatihan pengelolaan keuangan
dan aset desa

Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Regulasi tentang Keuangan dan Aset Desa
2. Alat Tulis Kantor
3. Laptop/Personal Computer

Pencatatan dan Pendataan
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Panitia Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana ant Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Penyelenggara
Menyusun kebutuhan pelatihan Dokumen
( ) . Kerangka Acuan
1 |pengelolaan keuangan dan aset desa Perencanaan 2 Hari Kerja (KAK) -
(Siskeudes dan Sipades) Anggaran i
Mem:'ari tempat  penyclenggaraan . Kerangka Acuan . .Terkonﬁrmasinya
2 |pelatihan pengelolaan kcuangan dan Kerja (KAK) 1 Hari tempat pelaksanaan -
aset desa (Siskeudes dan Sipades) 1 } kegiatan
L 2 .
Terkonfirmasinya SK Panitia
3 |Membuat SK Panitia Penyelenggara tempat pelaksanaan 1 Hari -
- Penyelenggara
kegiatan
l L 4 Susunan acara
latih
Menyusun rundown acara pelatihan . pefatihan
SK Panitia pengelolaan
4 |pengelolaan keuangan dan aset desa 3)am
(Siskendes dan Sipades) I Penyelenggara keuangan dan aset
desa (Siskeudes dan
Sipades)
3 Susunan acara
Membuat usulan kontrak dengan p::tﬁ;; an
5 |penyedia jasa tempat pelaksanaan peng 1 Hari Surat usulan kentrak -
kegiatan (hotel) keuangan dan aset
desa (Siskeudes dan
Sipades)
. 4 Surat pemanggilan
6 Mem!)uat surat pemanggilan peserta Susurllan acara 7 Hari peserta pelatihan dan }
pelatihan dan narasumber pelatihan
T narasumber
| E—
1 Susunan acara
pelatihan dan surat Laporan persiapan
7 |Mempersiapkan pelaksanaan pelatihan pemanggilan peserta 1 Hari pelaksanaan
pelatihan dan pelatihan

narasumber




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Panitia Keterangan
Ketua Ti K Bida
etua Tim epala ng Pelaksana Peuyelenggara Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

Melaksanakan pelatihan pengelolaan \ 4 St;ls;?::naz;a

8 |keuangan dan aset desa (Siskeudes dan P . 3 Hari Laporan kegiatan
i dokumen terkait
Sipades) .
l lainnya
I 1 Jumlah admin dan
9 [Melaksanakan evaluasi pasca pelatihan Laporan kegiatan 1 Hari operator keuangan -
I | dan aset desa terlatih
Melakanakan monitoring dan evaluasi ‘ h l Jumlah admin dan ;
- Laporan monitoring
10 |peserta penglolaan keuangan dan aset operator keuangan 3 Hari : -
. . . dan evaluasi

desa yang telah mengikuti pelatihan [ l dan aset desa terlatih

Melaporkan kepada pimpinan hasil - Laporan monitorin, Pelaporan
11 .p . P 'p P P A 8 15 Menit |monitoring dan -

monitoring dan evaluasi dan evaluasi A

evaluasi
Pégberdayaan Masyarakat dan Desa
/&

bi nattama Muda
- 197005142006041010




Nomor SOP SOP/BID.1/04/DPMDes/2025

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Disahkan Oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Nama SOP PELATIHAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang pelaksanaan pelatihan perencanaan
Perencanaan Pembangunan Desa pembangunan desa
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1, Dokumen Regulasi tentang Perencanaan Pembangunan Desa
2. Alat Tulis Kantor
3. Laptop/Personal Computer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa|Laporan hasil pelaksanaan kegiatan
tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak dapat berjalan sesuai
yang diharapkan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Panitia Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana ot Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
Penyelenggara
. Dokumen )
Menyusun kebutuhan pelatihan . Rencana Kerja dan
1 Perencanaan 2 Hari -
perencanaan pembangunan desa Rencana Anggaran
Anggaran
. + .
Menc.an tempat  penyelenggaraan Kerangka Acuan . Terkonfirmasinya
2 |pelatihan perencanaan pembangunan . 1 Hari tempat pelaksanaan -
Kerja (KAK} h
desa I kegiatan
¥ .
Terkonfirmasinya SK Panitia
3 [Membuat SK Panitia Penyelenggara tempat pelaksanaan 1 Hari
: Penyeienggara
kegiatan
‘ X Susunan acara
4 Menyusun rundown acara pelatihan SK Panitia 3jam pelatihan
perencanaan pembangunan desa Penyelenggara perencanaan
I l pembangunan desa
1§
¥
Membuat usulan  kontrak dengan Susur‘tan acara
o pelatihan . Kerangka Acuan
5 |penyedia jasa tempat pelaksanaan 1 Hari .
; perencanaan Kerja (KAK)
kegiatan (hotel}
pembangunan desa
. h 4 Surat pemanggilan
6 Mempuat surat pemanggilan peserta Susur.lan acara 7 Hari peserta pelatihan dan
pelatihan dan narasumber pelatihan
T narasumber
| —
1 Susunan acara
pelatihan dan surat Laporan persiapan
7 |Mempersiapkan pelaksanaan pelatihan pemanggiian peserta 1 Hari pelaksanaan
pelatihan dan pelatihan

narasumber




monitoring dan evaluasi

pasca pelatihan

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Paniti Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana » Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Penyelenggara
4 Susunan acara
Melaksanakan pelatihan perencanaan pelatihan dan ; .
. pembangunan desa dokumen terkait 4 Hard Laporm kigiatan
| lainnya
9 |Melaksanakan evaluasi pasca pelatihan Laporan kegiatan 1 Hari i::;:i};lpeserta -
. - . h 4 .
10 Melaporkan kepada pimpinan hasil ( ) {:;?:tx:;]peserta 15 Menit Laporan evaluasi

'Kme_ii:_g]a Dinas
™~ élﬁ'b‘e‘;ﬂayaan Masyarakat dan Desa
si Kalimantan Tengah,

RYAWAN, 5.1P., M.IP

a Utama Muda

1P, 197005142006041010




Nomor SOP SOP/BID.I/05/DPMDes/2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PO Provinsi Kalimantan Tengah
FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Nama SOP KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA YANG
MENGATUR DESA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang fasilitasi rancangan peraturan daerah dan
Perencanaan Pembangunan Desa peraturan bupati

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2025
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Regulasi tentang fasilitasi rancangan produk hukum kabupaten yang mengatur

desa
2. Alat Tulis Kantor
3. Laptop/Personal Computer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dan|Laporan hasil pelaksanaan kegiatan
Peraturan Bupati tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak dapat
berjalan sesuai yang diharapkan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
. . Kepala Bidang/ .
P W
elaksana TFim Kerja Ketua Tim Kepala Dinas Kelengkapan aktu OQutput
Membuat SK Tim Fasilitasi Rancangan Dokumen Perencanaan
1 |Produk Hukum Kabupaten yang Mengatur Anpear. 2 Hari SK Tim Kerja -
Desa Se-Kalimantan Tengah Bgaran
Menerima surat disposisi dari atasan atas 4
permintaan telaahan/revisi daerah . - . . s -
kl t -
2 kabupaten fkota dan peraturan SK Tim Kerja 14 Hari  |Disposisi tindak lanju
bupati/walikota dari Biro Hukum Provinsi
. . Dokumen
Meminta softcopy/hardcopy ke bagian softcopy,/hardcopy
hukum kabupaten/keta tentang +
rancangan peraturan daerah rancangan daerah
3 Disposisi tindak lanjut 7 Hari kabupaten/kota dan
kabupaten/kota dan peraturan
bupati/walikota yang mengatur desa peraturan
ang ingin ditelaah atau direvisi ’ bupati/walikota yang
yang g ingin ditelaah
Dokumen
Menelaah rancangan peraturan daerah 1 softcopy/hardcopy Hasil telaahan rancangan
kabupaten/kota dan peraturan rancangan pdaerah
. . i daerah kabupaten/kota
4 {bupati/walikota yang mengatur desa yang kabupaten/kota dan 3 Hari dan peraturan
telah diperoleh dari Bagian Hukum T peraturan pe .
. . bupati/walikota
Kabupaten bupati/walikota yang
ingin ditelaah
Tidak ¥ Hasil telaahan rancan Hasil telaahan rancangan
gan
h k ten/kot
Memeriksa kembali hasil telaahan yang / daerah kabupaten/kota . daerah kabupaten/kota
5 . 2 Hari  |dan peraturan -
telah dilakukan \ dan peraturan ) .
bupati/walikota bupati/walikota yang
p telah diperiksa
Ya Hasil telaghan rancangan
" daerah kabupaten/kota
6 Membuat surat pengantar hasil telaahan - dan peraturan ¥ Hari Konsep surat pengantar -

untuk ditandatangani oleh pimpinan

bupati/walikota yang
telah diperiksa




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
< < Kepala Bidang/ .
" w
Pelaksana Tim Kerja Ketua Tim Kepala Dinas Kelengkapan aktu Output
* S
; ; urat pengantar yang i
7 |Menandatangani surat pengantar Konsep surat pengantar 15 Menit telah ditandatangani
|
) |
Mengirimkan dokumen hasil telaahan
[ Surat pengantar yang
rancangan peraturan daerah balah diandatan ol
8 |kabupaten/kota dan peraturan 8 , 7 Hari Tanda terima dokumen -
i . ) ) berserta dokumen hasil
bupati/walikota ke Biro Hukum Provinsi S dntan
dan ke Bagian Hukum Kabupaten
Mengarsipkan dokumen hasil telaahan ¥ Arsip telaahan rancangan
9 rancangan peraturan daerah Paiida tpla domen 3 Hari daerah kabupaten/kota i
kabupaten/kota dan peraturan dan peraturan
bupati/walikota bupati/walikota

I 'ru!;grdayaan Masyarakat dan Desa

si Kalimantan Tengah,

ARYAWAN, S.IP., M.IP
mbina Utama Muda

"NIP. 197005142006041010




Nomor SOP SOP/BID.II/01/DPMDes/2025

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 15 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 15 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

DisaliamOten Provinsi Kalimantan Tengah
BIDANG KELEMBAGAAN, EVALUASI PERKEMBANGAN DESA Nama SOP EVALUASI PERKEMBANGAN DESA MELALUI LOMBA DESA
DAN PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN KELURAHAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang pelaksanaan lomba desa dan kelurahan

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi
Perkembangan Desa dan Kelurahan

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan

2. Alat Tulis Kantor

3. Laptop/Personal Computer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan tidak dilaksanakan|Laporan hasil pemenang lomba desa dan kelurahan
sesuai SOP, maka kegiatan Lomba Desa tidak dapat berjalan sesuai yang
diharapkan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Tim Penilai Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Lomba Desa/ Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
Kelurahan
Daftar Regulasi
Mengumpulkan data dan informasi ( ) (SK Mendagri d,a"
: . . Surat-Surat dari
1 |terkait perkembangan desa dan Agenda Kerja 7 Hari .
Pusat yang berkaitan
kelurahan
dengan
Perkembangan Desa)
l Daftar Regulasi Rencana
Melakukan pemetaan terhadap rencana L 4 {5K Mendagri dan .
. . X Progam/Kegiatan
2 kegiatan dalam rangka pembinaan dan Surat-Surat dari 7 Hari Bidang Terkait
penguatan perkembangan desa dan Pusat yang berkaitan dengan Evaluasi
kelurahan L___ _J dengan
Perkembangan Desa
Perkembangan Desa)
1 i Rencana SK Tim Penilai,
. Progam/Kegiatan [nstrumnen Penilaian,
3 Me?:l)-::i};z; o r:;';f:ﬁ:mn untuk T T Bidang Terkait 1 Bulan [RAB Kegiatan, &
P prog & dengan Evaluasi Surat ke
Perkembangan Desa Kabupaten/Kota
Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan ¥ < L 4 SK Tim Penilai,
) Instrumen Penilaian, .
evaluasi perkembangan desa (lomba . Laporan Hasil
4 o . RAB Kegiatan, & 1 Bulan . -
desa dan fasilitasi penguatan tingkat Surat ke Kegiatan
perkembangan desa) I I Kabupaten,/Kota
Menerima laporan hasil pelaksanaan Pelaporan hasil )
h 4 . pelaksanaan kegiatan
Lomba Desa/Kelurahan dan Laporan Hasil .
5 . - 15 Menit |dan pembuatan SK
memberikan arahan untuk melaporkan Kegiatan

hasil kegiatan kepada Gubenur

juara Lomba Desa/
Kelurahan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Tim Penilai Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Lomba Desa/ Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Kelurahan
Membuat dan menyampaikan laporan Pelaporan hasil Surat laporan
hasil pelaksanaan Lomba A 4 pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan
6 |Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi dan dan pembuatan SK 7 Hari dan SK penetapan
SK Gubernur tentang penetapan Lomba Juara Lomba Desa/ Juara Lomba Desa/
Desa/Kelurahan Kelurahan Kelurahan
Surat laporan
Menerima SK tentang penetapan Juara pelaksanaan kegiatan SK Penetapan Juara
7 |Lomba Desa/Kelurahan yang sudah © dan SK penetapan 7 Hari Lomba Desa/
ditandatangani oleh Gubernur Juara Lomba Desa/ Kelurahan
Kelurahan

dpala Dinas

‘."‘ .f.'.'r\

RYAWAN, S.IP., M.IP
Pembina Utama Muda
#TNIB. 197005142006041010




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/BID.I1/02/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 15 Februari 2025

‘Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 15 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Di
isahkan Oleh Provinsi Kalimantan Tengah

BIDANG KELEMBAGAAN, EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
DAN PELAYANAN SOSIAL DASAR

Dasar Hukum
1.

2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos
Pelayanan Terpadu

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah

Keterkaitan

Peringatan
Apabila Pelaksanaan Pelatihan Kader Posyandu tidak dilaksanakan sesuai SOP,
maka kegiatan Pelatihan Kader Posyandu tidak dapat berjalan sesuai yang
diharapkan

FASILITASI DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Nama SOP DESA

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang pelaksanaan pelatihan kader Posyandu

Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelatihan Kader Posyandu
2. Alat Tulis Kantor
3. Laptop/Personal Computer

Pencatatan dan Pendataan
Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan kader posyandu




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
. . Daftar Regulasi
1 Meng.umpulkan cllata b oo Agenda Kerja 7 Hari dan Data Kader
terkait kompetensi kader posyandu
Posyandu
i :
Menyusun rencana pelaksanaan Daftar Regulasi —
2 |kegiatan pelaithan peningkatan dan Data Kader 7 Hari Progam/Keglatan
kapasitas kader posyandu | l Posyandu 8 &
l l SK Panitia, Surat
Menyiapkan dokumen untuk Rencana e
2 elaksanaan program/kegiatan ! | Progam/Kegiatan Liulan  ibiemsuniber, Surat i
P B Pemanggilan Peserta,
dan Surat Lainnya
{ 1 SK Panitia, Surat
i
Pelaksanaan kegiatan pelatihan Femmotionsn ; Laporan Hasil
$ eningkatan kapasitas kader posyandu Naesslres; S #Hnrt Kegiatan .
P 4 Pemanggilan Peserta,
I ] dan Surat Lainnya
Menerima laporan hasil pelaksanaan
5 Lomba Desa/Kelurahan dan Laporan Hasil 15 Menit Pelaporan hasil
memberikan arahan untuk melaporkan Kegiatan pelaksanaan kegiatan

hasil kegiatan kepada Gubenur

&Rﬁ'

ENS[P M.IP

nd Utama Muda




Nomor SOP SOP/BID.III/01/DPMDes/2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disahkan Oleh R
Provinsi Kalimantan Tengah
BIDANG PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM, Nama SOP PELAKSANAAN LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)
KAWASAN PERDESAAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT DAN TTG UNGGULAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang pelaksanaan lomba inovasi teknologi tepat

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi guna (TTG) dan TTG unggulan
Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan
Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Desa
4, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Perangkat Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Regulasi/Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan
2. Alat Tulis Kantor
3. Laptop/Personal Computer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pelaksanaan Kegiatan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) dan{Laporan hasil pelaksanaan kegiatan
TTG Unggulan tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak dapat
berjalan sesuai yang diharapkan




PROSEDUR LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNGGULAN

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Panitia Keterangan
Ketna Tim Kepala Bidang Pelaksana Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Penyelenggara
Menyusun Perencanaan Kegiatan
Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna ‘ ' Dokumen Draf Kerangka Acuan
1 HTTG) dan TTG Unggulan Tingkat Perencanaan 2 Hari Keria [KAK?
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran )
2025
Membuat Surat Pemberitahuan Lomba + Surat Pemberitahuan Terinformasikan nya
Inovasi TTG dan TTG Unggulan Tingkat Lomba dan Formulir . Y
2 - . o . 1 Hari tentang pelaksanaan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun isian Keikutsertaan Kegiatan lomba
2025 peserta lomba g
R ¥ ¥ Terkonfirmasinya
3 Mencari tempat pelaksanaan lomba Draf Kerangka Acuan 1 Hari tempat pelaksanaan
Inovasi TTG dan TTG Ungguian Kerja [(KAK) .p p
kegiatan
Menyusun rundown fjadwal I I Tata Tertib dan Rundown/ jadwal
4 Pedoman 3 Jam
pelaksanaan Lomba acara Lomba
Pelaksanaan Lomba
I I I I - Surat permohonan
Juri, dan Pembawa
Acara
Membuat Surat Permohonan sebagai ] Rundown acara ‘- Sambutan
S |Juri, Pembawa Acara, draf Sambutan dan sosialisasi 1 hari pembukaan dan
laporan panitia penutup
- Laporan panitia
pembukaan dan
I Denutupan
l ] Nama penanggung
jawab, ketua dan .
6 |Membuat Draft SK Panitia Lomba anggota beserta 3 Jam Draf SK Panitia
) Lomba
jabatannya pada
kegiatan lomba
7 |SK panitia kegiatan lomba Draf SK Panitia 1Jam SK Panitia Lomba
| Lomba
Surat Pengajuan
Membuat usulan kontrak dengan . ,l Kerfmgka Acuan Pengadaan Belanja
L Kerja (KAK) dan . Sewa Bangunan
8 |penyedia jasa tempat pelaksanaan 7 Hari
kegiatan (hotel) J Rencana Anggaran Gedung Tempat
Biaya {RAB) Pertemuan Melalui E

Catalog




PROSEDUR LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNGGULAN

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Panitia Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Penyelenggara
. | 1 ;
Membuat surat pemanggilan peserta Rundown acara ; Surat pemanggilan
9 1 Hari
lomba lomba peserta
Penetapan Pemenang Iy A
Pelaksanaan Lomba Inovasi TTG dan Runidawn acaral dan . Lomba Inovasi TTG diifizestalom
10 - dokumen terkait 3 Hari Lomba TTG
TTG Unggulan : dan TTG Unggulan .
lainnya . = Tingkat
Tingkat Provinsi .
Nasional
Laporan lomba
¢ l 'l tentang:
: : Penetapan Pemenang . ‘-Jumlah peserta
1
11 |Menyusun laporan hasil kegiatan lomba daiii doluinen lamnya 1 Hari Rensihia
‘- Data inventarisasi
alat/inovasi TTG
J & 1 Jumiah peserta Kesiapan peserta
Melaksanakan monitoring dan evaluasi lomba , p p
12 s . L 6 Hari mengikuti Lomba
pasca lomba - Data inventarisasi TTG Tingkat Nasional
alat/inovasi TTG g
P ; Pelaporan dan
1
13 Mela.por.kan kopaia lplmpman hasd Laporan Kegiatan 30 Menit  |evaluasi hasil
monitoring dan evaluasi .
kegiatan

epala Dinas

berdayaan Masyarakat dan Desa
vins{ Kalimantan Tengah,




Nomor SOP SOP/BID.I11/02/DPMDes/2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disahkan Oleh s o
Provinsi Kalimantan Tengah
BIDANG PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM, Nama SOP INVENTARISASI DATA DAN FASILITASI DESA YANG MELAKUKAN
KAWASAN PERDESAAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT KERJASAMA ANTAR DESA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang kerjasama desa

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan

Tata Kerja Perangkat Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Regulasi/Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan

2. Alat Tulis Kantor
3. Laptop/Personal Computer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pelaksanaan Inventarisasi Data dan Fasilitasi Desa yang Melakukan|Laporan hasil pelaksanaan kegiatan
Kerjasama antar Desa tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak
dapat berjalan sesuai yang diharapkan




PROSEDUR INVENTARISASI DATA DAN FASILITAS] DESA YANG MELAKUKAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Panitia Kegiatan| Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Dutput
Menyusun perencanaan inventarisasi
data kabupaten melalui fasilitasi Dokumen
. - . . Draf Kerangka Acuan
1 |kerjasama desa dengan pihak ketiga Perencanaan 2 Hari Kerja (KAK) -
dan/atau potensi Desa yang akan Anggaran '
dikerjasamakan
Perencanaan inventarisasi data L
. e . Dokumen
kabupaten melalui fasilitasi kerjasama . Kerangka Acuan
2 - . Perencanaan 2 Hari .
desa dengan pihak ketiga dan/atau Anggaran Kerja (KAK)
potensi desa yang akan dikerjasamakan I g2
! - ¥
Mel'lc::m .tempa.t‘ pe.laksarl.aan kegiatan Kerangka Acuan . Terkenfirmasi tempat
3 |sosialisasi fasilitasi kerjasama desa . 1 Hari )
. . Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan
dengan pihak ketiga
Menyusun rundown acara sosialisasi 2 - Tata tertib dan
o . . Rundown acara
4 |fasilitasi kerjasama desa dengan pihak pedoman 3Jam L
i . sosialisasi
ketiga pelaksanaan kegiatan
- Surat permohonan
[ 3 l l narasumber dan
pembawa. acara
Membuat surat permohonan -Sambutan
Rundown acara .
5 |narasumber, pembawa acara, sambutan sosialisasi 1 Hari pembukaan dan
dan laporan panitia penutup.
- Laporan panitia
pembukaan dan
nenuiuran
| Nama
penanggungjawab,
ki d ta Draf it
6 |Membuat draf SK Panitia kegiatan etua dan anggo 3 Jam raf SK panitia

beserta jabatannya
pada kegiatan
sosialisasi

kegiatan sosialisasi




PROSEDUR INVENTARISASI DATA DAN FASILITAS] DESA YANG MELAKUKAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Panitia Kegiatan| Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
L ] [ 2
D -, - .
7 |SK panitia kegiatan sosialisasi raf SK pamltlab . 1 Jam SK _Paf"n"? kegiatan
kegiatan sosialisasi sosialisasi
r l %—-: Surat
Membuat pengajuan pesanan/kontrak Kerangka Acuan pesanan/kontrak
) . . atau pengadaan
melalui pejabat pengadaan dengan Kerja (KAK) & R .
8 o 7 Hari belanja sewa
penyedia jasa tempat pelaksanaan rencana anggaran
e ) hangunan gedung
sosialisasi biaya (RAB)
tempat pertemuan
melalui E-Catalog
. 3 b +
Mer.nbuat m{ra-t p.ema.n ‘ggll.a " ;?eserta Rundown acara . surat pemanggiian
9 |kegiatan sosialisasi fasilitasi kerjasama e 1 Hari
) X sosialisasi peserta
desa dengan pihak ketiga T
. et ‘ Rundown acara
Melaksanakan  kegiatan  sosialisasi e .
10 |fasilitasi kerjasama d dengan nihak sosialisasi dan 1 Hari Laporan hasil )
a51‘1 st kerjasama desa cengan pi dolkumen terkait kegiatan
ketiga .
lainnya
+ ! { - ]u.mll.ah ]?eserta
) ) sosialisasi
11 %\r‘[enyusu'n .]aporan. .has:ll kegiatan Laporan kegiatan 1 Hari - Data inventarisasi
inventarisasi dan sosialisasi
desa yang meiakukan
[ I ! kerjasama desa
¥ [ ¥ < ~Tumlah peserta
. . sosialisasi :
12 Melakukan Evaluasi pasca kegiatan - Data inventarisasi 1 Hari Jumlah kerjasama

sosialisasi

desa yang melakukan
kpriasarna desa

desa yang sudah ada




PROSEDUR INVENTARISASI DATA DAN FASILITASI DESA YANG MELAKUKAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Panitia Kegiatan| Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melaksanakan monitoring dan evaluasi L 4 l .
. . M . Laporan hasil
hasil kegiatan sosialisasi  tentang Jumlah kerjasama ; e
13 TR : § 3 Hari monitoring dan
fasilitasi kerjasama desa dengan pihak desa yang sudah ada A
: evaluasi
ketiga ke kabupaten/desa
. Laporan hasil Pelaporan
e
14 Me]a.por.kan ke pln"fplrlan il monitoring dan 30 Menit |monitoring dan
monitoring dan evaluasi _ .
evaluasi evaluasi
Kepala Dinas

g7
~ '!4 N
\x

oy

YAWAN, S.IP., M.IP
IAbmbina Utama Muda
N1P.197005142006041010

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
rovinst Kalimantan Tengah,




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP

SOP/BID.II1/03/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan

12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

12 Februari 2025

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

BIDANG PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM,
KAWASAN PERDESAAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Masyarakat
Perdesaan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah
Keterkaitan

Peringatan

Apabila Pelaksanaan Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Kawasan
Perdesaan tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak dapat berjalan
sesuai yang diharapkan

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana

SOSIALISASI DAN FASILITASI PEMBENTUKAN KAWASAN
PERDESAAN

1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang pembentukan kawasan perdesaan

Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Regulasi/Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan

2. Alat Tulis Kantor

3. Laptop/Personal Computer

Pencatatan dan Pendataan
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan




PROSEDUR SOSIALISASI DAN FASILITASI PEMBENTUKAN KAWASAN PERDESAAN

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Panitia Kegiatan| Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
S i D
Megygqur? perencanaan kegiatan okumen ' Draf Kerangka Acuan
1 |sosialisasi  fasilitasi  pembentukan Perencanaan 2 Hari . -
Kerja (KAK)
kawasan perdesaan Anggaran
Perencanaan kegiatan sosialisasi i Dokumen
ee , Kerangka Acuan
2  |fasilitasi pembentukan kawasan Pergncanaan 2 Hari .
Kerja (KAK)
perdesaan Anggaran
Merllca?n Fempat‘ pela_ksanaan kegiatan Kerangka Acuan \ Terkonfirmasi tempat
3 |sosialisasi fasilitasi pembentukan ) 1 Hari .
Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan
kawasan perdesaan
Menyusun rundown acara sosialisasi x Tata tertib dan
o Rundown acara
4 |fasilitasi pembentukan kawasan pedoman 3 Jam L
. sosialisasi
perdesaan pelaksanaan kegiatan
- Surat permohonan
l l l narasumber dan
pembawa, acara
Membuat surat permohonan -Sambutan
Rundown acara .
5 |narasumber, pembawa acara, sambutan sosialisasi 1 Hari pembukaan dan
dan laporan panitia penutup.
- Laporan panitia
pembukaan dan
penutunan
+ 4 Nama
penanggungjawab,
- . ketua dan anggota Draf 3K panitia
fSK P R .
6 [Membuat dra anitia kegiatan beserta jabatannya 3 Jam kegiatan
pada kegiatan

sosialisasi




PROSEDUR SOSIALISASI DAN FASILITAS! PEMBENTUKAN KAWASAN PERDESAAN

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidan Pelaksana Panitia Kegiatan | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
P B [:4
L 3 ¥
7 [Membuat SK panitia kegiatan E;:ifast:]:np anitia 1 Jam SK Panitia kegiatan
1 l F Turat
Membuat pengajuan pesanan/kontrak Kerangka Acuan pesanan/kontrak
melalui pejabat pengadaan dengan Keria (gKAK) & atau pengadaan
B8 |penyedia jasa tempat pelaksanaan reni:ana anggaran 7 Hari belanja sewa
sosialisasi  fasilitasi  pembentukan biava (RAB?g bangunan gedung
kawasan perdesaan 4 tempat pertemuan
welalui E-Catalog
. 3 4 Y .
Membuat surat pemanggilan peserta Rundown acara surat pemanggilan
9 |kegiatan sosialisasi fasilitast sosialisasi 1 Hari eserta
pembentukan kawasan perdesaan J p
R ‘ Rundown acara
Melaksanakan  kegiatan  sosialisasi s;;aﬁsasi dan Laporan hasil
10 [fasilitasi pembentukan kawasan dokumen terkait 1 Hari keglatan
perdesaan lainnya
- Jumlah peserta
Menyusun laporan hasil kegiatan h 4 . 4 sosialisasi
11 |sosialisasi pembentukan  kawasan Laporan kegiatan 2 Hari - Data fasilitasi -
perdesaan pembentukan
- kawagan perdesaan
. . L X ) -Tu.m.a ?Esem Jumlah fasilitasi
Melakukan Evaluasi pasca kegiatan sosialisasi pembentukan
12 |sosialisasi  pembentukan  kawasan - Data fasilitasi 1 Hari kawasan perdesaan
perdesaan I pembentukan yang sudah dibentuk

kawasan nerdesaan




PROSEDUR SOSIALISASI DAN FASILITASI PEMBENTUKAN KAWASAN PERDESAAN

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Panitia Kegiatan| Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melaksanakan monitoring dan evaluasi fumlak fasiitast Laporan hasil
) . p S pembentukan . o
13 [hasil kegiatan sosialisasi pembentukan 3 Hari monitoring dan
kawasan perdesaan IR wasan pardesain evaluasi
yang sudah dibentuk
. Laporan hasil Pelaporan
i )
14 Me}a.por.k i kepals plrerman o monitoring dan 30 Menit  |monitoring dan -
monitoring dan evaluasi . .
evaluasi evaluasi
Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

‘ W Kalimantan Tengah,




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/BID.I11/04/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disahlan Oleh Provinsi Kalimantan Tengah

BIDANG PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM,
KAWASAN PERDESAAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah
Keterkaitan

Peringatan
Apabila Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan tidak dilaksanakan sesuai
SOP, maka kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan

Nama SOP PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI/PENYULUHAN

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang pembentukan pelaksanaan kegiatan
sosialisasi/penyuluhan

Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Regulasi/Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan
2. Alat Tulis Kantor
3. Laptop/Personal Computer

Pencatatan dan Pendataan
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan




PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISAS]/PENYULUHAN

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
gt Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Panitia Kegiatan Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output &
. Dokumen Draf Kerangka
Menyusun perencanaan kegiatan . )
1 Sosialisasi/Penyuluhan Perencanaan 2 Hari Acuan Ketja -
Y Anggaran (KAK)
Perencanaan kegiatan Dokumen . Kerangka Acuan
2 . X Perencanaan 2 Hari .
Sosialisasi/Penyuluhan Kerja [KAK)
Anggaran
3 Terkorfirmast
3 Koordinasi tempat pelaksanaan ” Kerangka Acuan 1 Hari tempat
Sosialisasi Kerja (KAK) pelaksanaan
kegiatan
Tata tertib dan
Menyusun rundown acara pedoman Rundown acara
4 T 3 Jam T
sosialisasi/penyuluhan pelaksanaan sosialisasi
kegiatan
l ‘ 1 - Sambutan
X pembukaan dan
Membuat surat permohonan penutup
Rundown acara )
5 |narasumber , pembawa acara, e 1 Hari - Laporan
- sosialisasi :
sambutan dan laporan panitia panitia
pembukaan dan
penutupan
1 4 v Nama penanggung
jawab, ketua dan Draf SK panitia
6 |Membuat draf SK Panitia kegiatan anggota beserta 3 Jam kegiatan
I jabatannya pada sosialisasi
— kegiatan sosialisas]
" SK Panitia
7 {SK panitia kegiatan > Dra.fSK pam.t'la. ‘ 1]am kegiatan
> kegiatan sosialisasi e
1 sosfalisasi
{ ] Nota/kuitansi
Membuat nota/Kkuitansi - pembayaran
v > sewa tempat
8 pembayaran sewa aula/gedung Kerangka Acuan 7 Hari elaksanaan
tempat pelaksanaan kegiatan 1 Kerja (KAK] & RAB P ) )
. . kegiatan serta
serta nota konsumsi kegiatan 3 .
konsumsi
kegiatan




Membuat surat pemanggilan - R— surat
9 |peserta kegiatan FGD Ketahanan B ) ) 1 Hari pemanggilan
sosialisasi
Masyarakat peserta
Rundown acara
10 Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan 1 Hari Laporan hasil
Sosialisasi/penyuluhan dokumen terkait kegiatan
lainnya
1 Laporan hasil kegiatan Laporan hasil 1 Hari - Jumlah peserta
Sosialisasi/penyuluhan kegiatan - Notulensi
Melakukan Evaluasi pasca - Jumlah peserta . Peserta yang
12 < e . 1 Hari _
kegiatan Sosialisasi/penyuluhan - Notulensi memahami
P Laporan hasil
Melaksanakan monitoring dan Peserta yang . .
13 ; . SEE ) 3 Hari monitoring dan
evaluasi hasil kegiatan sosialisasi memahami .
evaluasi
— Laporan hasil Pelaporan
d
14 Mela.por.kan RERACH i monitoring dan 30 Menit monitoring dan
monitoring dan evaluasi ;
evaluasi evaluasi
Kepala Dinas
emberdayaan Masyarakat dan Desa

Kalimantan Tengah,

=/ S

AWAN, S.1P., M.IP
. Y\nmif\}_iiﬂi:ama Muda

Y tp-197005142006041010




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP

SOP/BID.IV/01/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan

15 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

15 Februari 2025

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA

Dasar Hukum

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan
Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi

Pemerintah untuk Penvederhanaan Birokrasi
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah

Keterkaitan

Peringatan

Apabila Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam
Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka
kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana

Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Regulasi/Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan
2. Alat Tulis Kantor
3. Laptop/Perscnal Computer

PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA
PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA

1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang pelaksanaan pelatihan pemberdayaan
masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga

Pencatatan dan Pendataan
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Panitia Keterangan
K Ti la Bi Pel Kel Wakt 0 t
etua Tim Kepala Bidang elaksana Penyelengeara elengkapan aktu utpu
Menyusun kebutuhan pelatihan Dokumen ‘ Kerangka Acuan
1 |pemberdayaan masyarakat dalam upaya 2 Hari . -
. . Perencanaan Anggaran Kerja (KAK)
peningkatan ekonomi keluarga
Menc.arl tempat penyelenggaraan L . Terkonfirmasinya
pelatihan  pemberdayaan masyarakat Kerangka Acuan Kerja .
2 . . 1 Hari temnpat pelaksanaan -
dalam wupaya peningkatan ekonomi (KAK) .
kegiatan
keluarga 1
Terkonfirmasinya i
3 [Membuat SK Panitia Penyelenggara tempat pelaksanaan 1 Hari SK Panitia
. Penyelenggara
kegiatan
‘ ¥ Susunan acara
fatih
Menyusun rundown acara pelatihan - pelarinan
SK Panitia pemberdayaan
4 |pemberdayaan masyarakat dalam upaya 3Jam -
. . | Penyelenggara masyarakat dalam
peningkatan ekonomi keluarga )
upaya peningkatan
ekonomi keluarga
Susunan acara
] pelatihan Surat permintaan
5 Membuat surat permintaan peserta pemberdayaan 7 Hari peserta pelatihan dan
pelatihan dan permintaan narasumber masyarakat dalam permintaan
upaya peningkatan narasumber
ekonomi keluarga
$ Susunan acara
Membuat wusulan kontrak dengan pelatihan dan surat
6 |penyedia jasa tempat pelaksanaan permintaan peserta 1 Hari Surat usuian kontrak -
kegiatan (hotel) pelatihan dan
narasumber
Membuat surat pemanggilan peserta Surat pcmanggilan
7 |pelatihan dan narasumber yang telah Susunan acara 7 Hari peserta pelatihan dan -

diusulkan

pelatihan

narasumber




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Paniti Keterangan
. anitia
i kt
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Penyelenggara Kelengkapan Waktu Output
Susunan acara
L 2 pelatihan dan surat Laporan persiapan
Mempersiapkan pelaksanaan pelatihan pemanggilan peserta 1 Hari pelaksanaan =
pelatihan dan pelatihan
narasumber
Melaksanakan pelatihan pemberdayaan 4 Susunl'mn e
masyarakat dalam upa ningkatan pelatihan dan 3 Hari Laporan kegiatan -
V . paya pening dokumen terkait P &
ekonomi keluarga .
lainnya
. - . L .
Melaporkan kepada pimpinan hasil Laporan keglatan 15 Menit Pela!poran hasil )
pelaksanaan pelatihan kegiatan

Kepala Dinas
’ berdayaan Masyarakat dan Desa
i Kalimantan Tengah,

X }’-\“f‘
YAWAN, S.IP., M.IP
émbinia Utama Muda
AliP, 197005142006041010




Nomor SOP SOP/BID.IV/02/DPMDes/2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

PELATIHAN PENGEMBANGAN UNIT USAHA BUMDES BERBASIS

Disahkan Oleh

BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA Nama SOP

POTENSI LOKAL DESA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang | 1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang pelaksanaan pelatihan pengembangan unit
Badan Usaha Milik Desa usaha BUMDes berbasis potensi lokal desa

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi

Pemerintah untuk Penvederhanaan Birokrasi
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Regulasi/Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan
2. Alat Tulis Kantor
3. Laptop/Personal Computer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Unit Usaha BUMDes|Laporan hasil pelaksanaan kegiatan
Berbasis Potensi Lokal Desa tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan
tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Panitia Keterangan
Ketua Ti Kepala Bi P W,
etua Tim epala Bidang elaksana Penyelenggara Kelengkapan aktu Output
M 3 kebutuh latih
enyustin eoutunian peatnan Dokumen . Kerangka Acuan
1 |pengembangan unit usaha BUMDes Perencanaan Anggaran 2 Hari Kerja (KAK) -
berbasis potensi lokal desa g6 !
¥
i Terkonft i
Menc.arl tempat penyelepggaraan Kerangka Acuan Kerja . erkonfirmasinya
2 |pelatihan pengembangan unit usaha (KAK) 1 Hari tempat pelaksanaan -
BUMDes berbasis potensi lokal desa | kegiatan
y Terkonfirmasinya SK Panitia
3 |Membuat SK Panitia Penyelenggara tempat pelaksanaan 1 Hari
A Penyelenggara
kegiatan
‘ i 3 Susunan acara
Menyusun rundown acara pelatihan . pelatihan .
. SK Panitia pengembangan unit
4 |pengembangan unit usaha BUMDes 3 Jam i -
berbasis potensi lokal desa I Penyelenggara usaha BUMDes
herbasis potensi lokal
desa
Susunan acara
A 4 pelatihan Surat permintaan
Membuat surat permintaan peserta pengembangan unit ) peserta pelatihan dan
5 . : 7 Hari .
pelatiban dan permintaan narasumber usaha BUMDes permintaan
berbasis potensi lokal narasumber
desa
1} Susunan acara
Membuat usulan kontrak dengan pelatihan dan surat
6 |penyedia jasa tempat pelaksanaan permintaan peserta 1 Hari Surat usulan kontrak -
kegiatan {hotel) pelatihan dan
narasumber
h 4
2 Membuat surat pemanggilan peserta Susunan acara 7 Hari Surat pemanggilan A

pelatihan yang telah diusulkan

pelatihan

peserta pelatihan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Paniti Keterangan
anitia
Ki Ti K Bi 1 ki utput
etua Tim epala Bidang Pelaksana Penyelenggara Kelengkapan Wakitu Outpu
. ] Surat permintaan
Membuat surat permintaan tenaga Susunan acara . "
8 ¢ ’ 1 Hari tenaga pelatih/
pelatih/narasumber pelatihan
narasumber
Susunan acara
¥ pelatihan dan surat .
manggilai peserta Laporan persiapan
9 |Mempersiapkan pelaksanaan pelatihan pens 1 Hari pelaksanaan -
pelatihan dan -
; pelatihan
permintaan
narasumber
Melaksanakan pelatihan pengembangan 4 Szls:t?::nacci.z;a
10 [unit usaha BUMDes berbasis potensi P ) 3 Hari Laporan kegiatan
dokumen terkait
lokal desa i
lainnya
Mel impi hasil P hasi
11 elaporkan kep?da pimpinan hasi Laporan kegiatan 15 Menit ela?poran asil .
pelaksanaan pelatihan kegiatan

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
/insi Kalimantan Tengah,

7\, 1. ARYAWAN, 5.IP., M.IP
>/ Pembinaitama Muda
7/ 7 NP1 197005142006041010




Nomor SOP SOP/BID.IV/03/DPMDes/2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Kalimantan Tengah

Disahkan Oleh

BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA Nama SOP PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang | 1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang pelaksanaan pelatihan pengelolaan keuangan
Badan Usaha Milik Desa BUMDes berbasis potensi lokal desa
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Regulasi/Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan
2. Alat Tulis Kantor
3. Laptop/Personal Computer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keungan BUMDes tidak|Laporan hasil pelaksanaan kegiatan

dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang
diharapkan




Pelaksana Mutu Baiu
No Kegiatan Paniti Keterangan
anitia
K Ti la Bi
etua Tim Kepala Bidang Pelaksana Penyelenggara Kelengkapan Waktu Output
1 Menyusun kebutuhan pelatihan Dokumen 3 Hari Kerangka Acuan )
pengelolaan keuangan BUMDes Perencanaan Anggaran Kerja (KAK)
v
M i t 1 Terkonfi 51
enclart tempa penyelenggaraan Kerangka Acuan Kerja . erkonfirmasinya
2 |pelatihan pengelolaan kevangan (KAK) 1 Hari tempat pelaksanaan -
BUMDes | kegiatan
y Terkonfirmasinya SK Panitia
3 |Membuat SK Panitia Penyelenggara tempat pelaksanaan 1 Hari
h Penyelenggara
kegiatan
¥ !
Susunan acara
Menyusun rundown acara pelatihan SK Panitia pelatihan
4 3]Jam
pengelolaan keuangan BUMDes l Penyelenggara pengelolaan
keuangan BUMDes
¥ Susunan acara Surat permintaan
Membuat surat permintaan peserta ) i peserta pelatihan dan
5 . . pelatihan pengelolaan 7 Hari ,
pelatihan dan permintaan narasumber permintaan
keuangan BUMDes
narasumber
1 Susunan acara
Membuat wusulan kontrak dengan pelatihan dan surat
6 |penyedia jasa tempat pelaksanaan permintaan peserta 1 Hari Surat usulan kontrak -
kegiatan (hotel} pelatihan dan
narasumber
v
7 Membuat surat pemanggilan peserta Susunan acara 7 Hari Surat pemanggilan )

pelatihan yang telah diusulkan

pelatihan

peserta pelatihan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Panitia Keterangan
. la Bi
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Penyelenggara Kelengkapan Waktu Output
v s
Membuat surat permintaan tenaga Susunan acara . s permar.ntaan
8 ; ; 1 Hari tenaga pelatih/
pelatih/narasumber pelatihan i
narasumber
Susunan acara
L 2 pelatihan dan surat Laporan persiapan
9 |Mempersiapkan pelaksanaan pelatihan pemanggilan peserta 1 Hari pelaksanaan
pelatihan dan pelatihan
narasumber
1 3 Susunan acara
Melaksanakan pelatihan pengelolaan pelatihan dan : ;
a9 keuangan BUMDes dokumen terkait & Harl Laparankegiasan
lainnya
K - z hasi
11 Melaporkan ep:‘ada pimpinan hasil Laporan Kegiatan 15 Menit Pela}poran asil )
pelaksanaan pelatihan kegiatan

pala Dinas
erdayaan Masyarakat dan Desa
i Kalimantan Tengah,

/.\
YAWAN, S.IP., M.IP
: nbitia Utama Muda
. M@@z’msmzoosoﬂow




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/BID.IV/04/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Disahkan Oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
3. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 135 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan
Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa
4. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 145 Tahun 2022 tentang Formula Pemeringkatan
Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
5. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Hasil Pemeringkatan Badan
Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah
Keterkaitan

Peringatan
Apabila Pelaksanaan Kegiatan Lomba BUMDes tidak dilaksanakan sesuai SOP,
maka kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan

Nama SOP PELAKSANAAN KEGIATAN LOMBA BUMDES

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang pelaksanaan kegiatan lomba BUMDes

Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Regulasi/Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan
2. Alat Tulis Kantor
3. Laptop/Personal Computer

Pencatatan dan Pendataan
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pelaksana Ketua Tim Kepala Bidang Tim Penilai Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Mengirim surat ke Kabupaten (Bupati) Surat pemberitahuan . .
1 |tentang pemberitahuan lomba BUMDes lomba BUMDes 1 Hari I::;t; tanda terima -
tingkat provinsi tingkat provinsi
Menerima data dari kabupaten tentang
3 calon peserta lomba BUMDes Bukti tanda terima 60 Hari Data calen peserta )
(t kabupaten 1 BUMDes) beserta surat lomba BUMDes
dokumennya I
3 Membuat SK Tim Penilai lomba Data calon peserta 1 Hari S¥X Tim Penilai i
BUMDes lomba BUMDes Lomba BUMDes
T
Y Laporan hasil
Melakukan verifikasi dokumen lomba Dokumen lomba , ) .
4 BUMDes BUMDes 7 Hari verifikasi dokumen -
) lomba BUMDes
L 4 . .
Melaksanakan penilaian lomba Lap.o.ran .hasﬂ . Lapf)r:'m ha.s i
5 BUMDes verifikasi dokumen 30 hari |penilaian di -
lomba BUMDes lapangan
Merekapitulasi hasil penilaian lomba X Laporan hasil . Rek?p}tulam
6 BUMDe enilaian di lapangan 3 Hari penilaian lomba -
s pentiaian ¢l fapang BUMDes
Tidak
Rekapitulasi penilaian . Daftar pemenang i
7 |Menentukan pemenang lomba BUMDes lomba BUMDes 1 Hari Jomba BUMDes




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pelaksana Ketua Tim Kepala Bidang Tim Penilai Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
8 :lembuat SK_pimem;r;g limszg NII_?]ES Daftar pemenang 14 Hari SK pemenang lomba i
an. S = eI lomba BUMDes BUMDes
Kalimantan Tengah
Menerima SK pemenang lomba :
Surat taa

BUMDes dan membuat surat kepada l l SK pemenang lomba g:bl?::;]mm rc‘)sal
9 |pemenang lomba untuk BUMDes yang telah 2 Hari gen unaanpuar]:g

menyampaikan proposal penggunaan ditandatangani ha digagh

uang hadiah

. . Surdt parmintaen, Bukti penyaluran

10 Menyampaikan hadiah (uang L pembuatan proposal 2Hari  |hadiah kepada

pembinaan) kepada para pemenang i penggunaan uang

hadiah pemenang

M : | rtan A Laporan pertanggung

: enerima - aporan pertanggung jawaban hasil . |Disposisi dan tindak
11 |jawaban hasil penggunaan bantuan 1 Hari 5 -

bi dari s penggunaan bantuan lanjut
uang pembinaan dari para pemenang i ———
epala Dinas

YAWAN, S.IP., M.IP
t iria Utama Muda
AP. 197005142006041010

erdayaan Masyarakat dan Desa
w[{alimantan Tengah,
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